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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
Krisis yang melanda pada 1997 membuat perekonomian Indonesia tidak 
stabil. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya penerapan corporate governance. 
Hal ini ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga 
kontrol publik menjadi sangat lemah dan terkonsentrasinya pemegang saham 
besar pada beberapa keluarga yang menyebabkan campur tangan pemegang 
saham mayoritas pada menajemen perusahan sangat terasa dan menimbulkan 
konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma-norma tata kelola 
perusahaan yang baik. 
Pengelolaan perusahaan (corporate governance) dalam dunia ekonomi, 
merupakan hal yang dianggap penting sebagaimana yang terjadi pada 
pemerintahan negara. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada 
saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap 
perusahaan dan organisasi. Pernyataan tersebut telah menegaskan bahwa 
perusahaan-perusahaan memiliki kedudukan penting dalam menjalankan perannya 
dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.  
Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk mendorong 
terciptanya pasar yang efisien, transparansi dan konsisten dengan peraturan 
perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling 
berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha 
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sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia 
usaha. 
Ketidakmampuan sektor swasta dalam memenuhi kewajibannya terhadap 
pihak debitur luar negeri disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang 
dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan. Hal ini disebabkan karena lemahnya 
peraturan dan perundangan yang mengatur sistem pengelolaan perusahaan di 
Indonesia. Pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Good 
Corporate Governance (GCG) di kalangan perusahaan di Indonesia terjadi karena 
sangat minimnya peraturan yang jelas akan hak dan kewajiban pihak-pihak yang 
terkait dengan kinerja perusahaan seperti pemegang saham, dewan komisaris 
maupun direksi serta stakeholders lainnya, sehingga kontrol akan kinerja 
perusahaan menjadi sangat longgar.  
Untuk meningkatkan efektifitas kinerja, maka perusahaan perlu 
menyiasati pedoman pengelolaan yang diterapkan secara taat azas, sehingga 
semua nilai yang dimiliki pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat 
didayagunakan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan ekonomis yang 
menguntungkan. Hubungan yang harmonis itu akan memudahkan penelitian arah 
pengembangan dan kinerja perusahaan serta berjalannya fungsi-fungsi 
pengambilan keputusan, pengendalian operasi dan pengawasan terhadap 
pengelolaan perusahaan secara baik. 
Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate 
Governance (GCG) pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG 
sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelolaan perusahaan dalam menjalankan 
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perusahaan. Penerapan prinsip GCG saat ini sangat diperlukan agar perusahaan 
dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat 
serta dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud 
iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. Good Corporate Governance 
(GCG) diharapkan merupakan sarana untuk menjadikan perusahaan secara lebih 
baik, antara lain dengan menghambat praktek-praktek korupsi, kolusi, dan 
nepotisme (KKN), meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan 
pengawasan, serta mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan. 
Penerapan GCG dalam pengelolaan perusahaan sangat penting artinya 
karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi perusahaan 
untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggungjawab dan 
memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih amanah. Sehingga dapat 
meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha. 
Ada beberapa prinsip yang dibutuhkan untuk membangun suatu budaya 
bisnis berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 
tanggal 1 Agustus 2002 pasal 3 tentang Penerapan Praktek Good Corporate 
Governance pada Badan Usaha Milik Negara, yaitu transparansi (transparency), 
kemandirian (independency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 
(responsibility), dan kewajaran (fairness). Kelima prinsip ini kemudian dikenal 
sebagai prinsip-prinsip GCG. Tidak dilaksakannya prinsip-prinsip tersebut, 
tercermin dari kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisis resiko atau 
hasil investasi yang berlebihan pada sumber daya yang tidak produktif yang pada 
akhirnya menurun atau pudarnya kepercayaan pemodal. 
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Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksakannya corporate 
governance, sesuai dengan Forum for Corporate Governance in Indonesia 
(FCGI) antara lain : 
“ 1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 
    keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan 
    serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak 
rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan 
coporate value. 
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 
Indonesia. 
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 
sekaligus akan meningkatkan stakeholders value dan deviden. Khusus bagi 
BUMN akan dapt membantu penerimaan APBN terutama dari hasil 
privatisasi.” 
Gagasan pelaksanaan GCG di Indonesia merupakan tolak ukur bagi 
perubahan budaya kerja perusahaan. Dengan GCG, diharapkan perusahaan dan 
pemerintah dapat berjalan sesuai dengan kaidah praktik yang sehat disegala 
bidang. 
Tata kelola perusahaan yang baik memberikan keuntungan bagi 
perusahaan itu sendiri dan masyarakat, tumbuhnya kepercayaan dari para investor 
dapat memberi peluang akses sumber pendanaan yang murah dan berkembangnya 
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pasar modal, menguatnya kepercayaan lembaga keuangan, domestik maupun 
internasional, memberi peluang akses kredit dengan bunga yang kompetitif, serta 
sebagai kontrol yang efektif dalam mengurangi kemungkinan penyalahgunaan 
kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Bersihnya perusahaan dari praktik-praktik 
korupsi memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan 
menghasilakan produk-produk yang mampu bersaing di pasar  global, yang pada 
gilirannya mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan 
berkesinambungan. 
Laporan keuangan yang bermutu merupakan sarana dasar untuk 
mengungkapkan kondisi operasi bisnis dan keuangan perusahaan, selain itu 
laporan keuangan merupakan sarana utama berupa informasi keuangan yang 
dikomunikasikan kepada pihak luar. Dalam menilai kinerja perusahaan, investor 
harus senantiasa berusaha untuk dapat menganalisis kemampuan keuangan 
perusahaan, sehingga investor dapat memanfaatkan informasi yang tertera dalam 
laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting 
dalam pengambilan keputusan ekonomi investor. Bagi sebagian investor 
institusional dan kreditur, laporan keuangan diungkapkan secara transparan dan 
akurat menjadi salah satu bahan masukan yang penting untuk memutuskan apakah 
mereka akan menginvestasikan atau meminjamkan dananya pada perusahaan 
tertentu. 
Oleh karena laporan keuangan tidak dapat menyajikan gambaran kondisi 
non-keuangan perusahaan yang dibutuhkan investor dan kreditur, maka banyak 
regulator pasar modal dan perbankan di Asia mewajibkan perusahaan menyajikan 
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informasi non-keuangan perusahaanya, yaitudengan menerapkan prinsip-prinsip 
GCG. 
Dengan demikian, diharapkan dengan diterapkannya prinsi-prinsip GCG, 
maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat diungkapkan secara transparan dan 
akurat, sehingga dapat membantu investor serta pihak-pihak lain yang 
berkepentingan dalam suatu perusahaan untuk mengambil keputusan, sehingga 
dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka setiap perusahaan di Indonesia sudah 
seharusnya menerapakan prinsip GCG dan merasakan manfaatnya. Oleh karena 
itu, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul 
“Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja 
Keuangan Perusahaan PT. Perum Perumnas Regional VII Cab. Sulsel I” 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasar uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan 
sebagai berikut: “ Apakah penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan? ” 
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 
Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 
yang diperlukan mengenai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan 
kinerja keuangan, sehingga dapat diketahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip 
GCG terhadap kinerja keuangan. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
(GCG). 
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT. Perum Perumnas Regional 
VII Cab. Sulsel I 
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan dari prinsip Good Corporate 
Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan. 
1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian  
Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menempuh ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 
1. Bagi penulis 
 Menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai pengaruh 
penerpan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap 
kinerja keuangan perusahaan. 
2. Bagi Perusahaan 
 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 
sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja 
keuangan dengan cara menerapka prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance (GCG). 
3. Bagi Masyarakat, Khususnya di Lingkungan Perguruan Tinggi 
 Melalui karya Ilmiah ini dapat menambah pengetahuan pembaca dan dapat 
dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam mengadakan penelitian lebih 
lanjut tentang masalah yang sama. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Good Corporate Governance 
2.1.1 Definisi Good Corporate Governace 
Menurut Sutojo dan Aldridge (2005 : 1), kata governance diambil dari kata 
lain, yaitu gubernance yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam 
ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi corporate governance 
dan diartikan sebagai upaya mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi, 
termasuk perusahaan. 
Mardiasmo (2002 : 17), governance sering dapat diartikan sebagai cara 
mengelola urusan publik. World Bank memberikan definisi governance sebagai: 
“the way stale power is used in managing economic and social resource for 
development of society”. 
 
Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP) 
mendifinisikan governance sebagai: 
“the exercise of political, economic, and administrative autority to manage a 
nation’s affair all levels”. 
 
Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah 
mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan 
masyarakat, sedangkan United Nation Developmant Program (UNDP) lebih 
menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan 
Negara. 
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Pengertian governance  menurut Azhar Kazim  yang dikutip oleh Iman 
dan  Amin (2002 : 5) :   
“governance adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan 
(sosial, ekonomi, politik dan sebagainya) dalam suatu Negara serta penggunaan 
sumber daya (alam, keuangan, manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip-
prinsip keadialan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas”. 
 
Berdasarkan definisi diatas, governance berarti suatu proses pengelolaan 
perusahaan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). 
Menurut Organization for Economic Corporation and Development 
(OECD) yang dikutip oleh Iman dan Amin (2002 : 1), definisi Good Corporate 
Governance (GCG) yaitu: 
“Corporate Governance is the system by which business corporation are 
directed and controlled. The corporate governance structure specifies the 
distribution of rights and responsibility among different participants in the 
corporation, such as, the board managers, shareholders and other stakeholders, 
and spells put the rules and producers for making decisions on corporate affairs. 
By doing this, it also provides the structure trough which the company objectives 
are set, and the means of attaining those objective and monitoring performance”. 
 
Tulisan Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) mendefinisikan corporate governance sebagai sekumpulan hubungan 
antatra pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham, dan pihak lain 
yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate Governance juga 
mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan 
atas kinerja. Corporate Governace yang baik dapat memberikan perangsang atau 
insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang 
merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus menfasilitasi 
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pemonitoran yang efektif, sehingga mendorong perusahaan utntuk menggunakan 
sumber daya yang lebih efisien. 
Menurut World Bank yang dikutip oleh Iman dan Amin (2002 : 4), 
pengertian Corporate Governance yaitu: 
“Corporate Governance is a blend of law, regulation and appropriate 
voluntary private sector practices which enable a corporation to attract financial 
and human capital, perform effectively and thereby perpetuate itself by generating 
long term economic value for its shareholders and society as whole”. 
 
World Bank mendefinisikan corporate governance adalah kumpulan 
hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang 
dapat menolong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisen, dengan 
demikian corporate governance dapat menghasilkan nilai ekonomi jangka 
panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat 
sekitar secara keseluruhan. Corporate governance berperan penting untuk dapat 
meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dan dapat memberikan 
manfaat bagi kepentingan pemegang saham dan stakeholders yang terkait. 
Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, penerapan Good 
Corporate Governance (GCG) di pertegas dengan keluarnya Keputusan Menteri 
BUMN No.117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik Good Corporate 
Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengertian 
corporate governance berdasarkan keputusan ini adalah: 
“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk 
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan 
nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 
kepentingan stakeholders  lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan nilai-nilai etika”. 
 11 
 
Yang dimaksud organ dalam pengertian adalah Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS), komisaris dan direksi untuk Perusahaan Umum (Perum) dan 
Perusahaan Jawatan (Perjan), sedangkan stakeholders adalah pihak yang 
memeiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung, 
yaitu pemegang saham, dan stakeholders lainnya. Sementara sebagai sistem GCG 
menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan kewenangan atas 
pengendalian perusahaan yang dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, 
dan penyalahgunaan asset perusahaan. Good Corporate Governance (GCG) 
sebagai proses karena GCG memastikan transparansi dalam proses perusahaan 
atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya. 
Prinsip GCG merupakan kaidah, normal, ataupun korporasi yang 
diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Dengan demikian untuk 
lebih meningkatkan kinerja BUMN, pelaksanaan prinsip GCG perlu lebih di 
optimalkan dan Keputusan Menteri tersebut merupakan perangkat pendukungnya. 
Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, penerapan GCG merupakan 
kewajiban bagi BUMN. BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan 
atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. Penerapan GCG pada 
BUMN dilaksakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap memperhatikan 
ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. 
Ernst & Young yang dikutip oleh Iman dan Amin (2002 : 7) 
mendefinisikan corporate governance sebagai berikut:  
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“Corporate governance consists of an inter-related set of mechanism 
comprising instutional shareholders, boards of directors and commissioners, 
managers remunerate according to performance, the market for corporate 
control, ownership structure, financial structure, relational investors and product 
market competition. A company’s management of its business risk if of crucial 
importance”. 
Ernst & Young mendefinisikan corporate governance terdiri atas 
kumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas pemegang saham 
institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan 
kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur 
keuangan, investor terkait dan persaingan produk. Manajemen perusahaan 
terhadap resiko bisnis merupakan hal yang sangat penting. 
Berdasarkan definisi-definisi, dapat disimpulkan bahwa Good Corporate 
Governance (GCG) adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi 
proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham sekaligus sebagai bentuk 
perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar. Good 
Corporate Governance (GCG) berusaha menjaga keseimbangan diantara 
pencapaiaan tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan dalam corporate 
governance adalah mencari cara untuk membebankan ongkos yang tidak patut 
kepada pihak ketiga atau masyarakat luas. 
2.1.2 Sejarah Good Corporate Governance 
Konsep Corporate Governance yang komprehensif mulai berkembang 
sejak setelah kejadian The New York Stock Exchange Crash pada 19 Oktober 
1987 dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di bursa efek 
New York, mengalami kerugian financial yang cukup besar. Dikala itu, untuk 
mengantisipasi permasalahan internal peruasahaan, banyak para eksekutif 
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melakukan rekayasa keuangan yang intinya adalah bagaimana 
“menyembunyikan” kerugian perusahaan atau memperindah penampilan kinerja 
manajemen dan laporan keuangan. Yang dilakukan tidak hanya window dressing 
tetapi juga financial engineering. Lazimnya pada situasi kondisi bisnis kondusif, 
penyimpangan kelakuan baik oleh oknum maupun secara kolektif dalam 
perusahaan sangat kabur, namun pada saat kesulitan maka mulailah terbuka segala 
macam sumber-sumber penyimpangan dan penyebab kerugian dan kejatuhan 
perusahaan, mulai dari kelakuan profiteering, commercial crime hingga economic 
crime. 
Dengan kesadaran tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa oleh 
segenap negarawan, cendekiawan dan usahawan, maka di mulailah gerakan untuk 
meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam perusahaan. Gerakan ini dimulai 
dari tokoh-tokoh di Inggris yang dipimpin oleh Sir Adrian Cadburt, yang pada 
saat itu sebagai Direktur Bank of England dan mantan CEO Group Cadbury.  
Sejak terbitnya Cadbury code on Corporate Governance pada tahun 1992, 
semakin banyak institusi yang terus melakukan penyempurnaan dalam prinsip-
prinsip dan petujuk teknis Good Corporate Governance (GCG), antara lain 
Internatioanal Corporate Governance Network (ICGN) yang mendorong 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
mengeluarkan OECD Principles on Corporate Governance. ICGN sangat 
berkepentingan dalam implementasi GCG, karena anggota mereka terdiri dari 
institusi dana pension dan asuransi yang mengelola dana nasabah untuk investasi 
jangka panjang. Sejarah singkat GCG ini penulis sajikan dari Faishal (2002 : 1).  
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2.1.3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 
Prinsip-prinsip internasional mengenai corporate governance mulai 
muncul dan berkembang baru-baru ini. Prinsip-prinsip corporate governance 
yang dikembangkan oleh OECD bermaksud untuk membantu anggota dan non-
anggota dalam usaha untuk menilai dan memperbaiki kerangka kerja legal 
institusional dan pengaturan untuk corporate governance di Negara-negara 
mereka, dan memberikan petunjuk dan usulan untuk pasar modal, investor, 
korporasi, dan pihak lain yang mempunyai peranan dalam proses mengmbangkan 
GCG. Prinsip-prinsip tersebut menurut Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD) yang dikutip oleh Iman dan Amin (2002 : 9) 
mencakup: 
1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (the rights of 
stakeholders). Hak-hak para pemegang saham harus diberi informasi 
dengan benar dan tepat pada pada waktunya mengenai perusahaan, dapat 
ikut berperan serta dan pengambilan keputusan mengenai perubahan-
perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian 
dari keuntungan perusahan. 
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (the aquitable 
tritment of shareholders). Dalam hal ini terutama kepada pemegang saham 
minoritas dan pemegang saham asing dengan keterbukaan informasi yang 
penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan 
saham oleh orang dalam. 
3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan (the role of 
shareholders). Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana 
ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta 
para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja 
dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. 
4. Keterbukaan dan transparansi (Disclosure and Transparency). 
Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi 
mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, 
serat para pemegang kepentingan (stakeholders). 
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5. Akuntabilitas dewan komisaris (The responsibilities of the board). 
Tanggungjawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen 
serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. 
 
a. Transparansi (Transparency) 
Transparansi menurut Iman dan Amin (2002 : 7) yaitu pengungkapan 
informasi kinerja perusahaan, baik ketatapan waktu maupun akurasinya 
(keterbukaan dalam proses, decision making, control, quality, fairness, 
standardization, efficiency time and cost). 
Transparansi dalam kaitannya kinerja dari perusahaan, maka prinsip ini 
mengatur berbagai hal diantaranya mengatur pengembangan teknologi informasi 
manajemen sehingga dapat memastikan penilaian kinerja yang terbaik, serta 
pengambilan keputusan yang efektif oleh pihak manajemen dan komisaris. Prinsip 
ini juga mengatur bagaimana pihak manajemen dapat mengelola resiko dalam 
tingkatan perusahaan untuk memastikan seluruh resiko yang dapat dikelola pada 
waktu yang dapat ditolerir yang dimana dapat mempengaruhi kinerja di 
perusahaan itu sendiri, adanya sistem akuntansi yang berdasar pada standar 
akuntansi sehingga dapat memastikan kualitas dari laporan keuangan dan 
disclousure, serta adanya pempublikasian informasi keuangan dan informasi 
lainnya yang material dan ini akan berdampak pada kinerja perusahaan secara 
tepat waktu dan akurat. 
Menurut Iman dan Amin (2002 : 16) dalam hal ini, kerangka kerja 
corporate governance harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu 
dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan 
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perusahaan mencakup situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola 
perusahaan. 
1. Pengungkapan mencakup,  akan tetapi tidak terbatas pada informasi yang 
material: 
a. Hasil keuangan dan operasi perusahaan 
b. Tujuan perusahaan 
c. Kepemilikan saham utama dan hak-hak pemberian suara 
d. Anggota dewan komisaris (board of directors) dan eksekutif kunci, dan 
remunerasi mereka 
e. Faktor-faktor resiko material yang dapat diperkirakan 
f. Isu material yang berkaitan dengan pekerja dan stakeholders yang lain 
g. Struktur dan kebijakan tata kelola 
2. Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar 
akuntansi, pengungkapan keuangan dan non keuangan, dan audit yang bemutu 
tinggi. 
3. Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independent agar memberikan 
keyakinan eksternal dan objektif atas cara laporan keuangan disusun dan 
disajikan. 
4. Saluran penyebaran informasi keuangan harus memberikan akses yang wajar, 
tepat waktu dan efisien biaya terhadap informasi yang relevan untuk pemakai. 
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Inti dari prinsip keterbukaan dan tranparansi adalah bahwa kerangka 
corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu 
dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. 
Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja 
perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, 
dan disajikan sesuai dengan standar berkualitas tinggi. Manajemen juga 
diharuskan meminta auditor eksternal untuk melakukan audit yang bersifat 
independent atas laporan tahunan. 
b. Kemandirian (independency) 
Menurut Iman dan Amin (2002 : 8), kemandirian adalah keadaan dimana 
perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan 
mekanisme korporasi. 
Prinsip ini mengharuskan perusahaan menggunakan tenaga ahli dalam 
setiap divisi atau bagian dalam perusahaannya sehingga pengelolaan perusahaan 
dapat dipercaya, prinsip ini juga mengharuskan perusahaan memiliki kebijakan 
itern dalam perusahaan yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, 
prinsip ini harus dilaksanakan dengan baik agar perusahaan tidak gampang 
terpengaruh atau diintervensi oleh pihak-pihak dari dalam maupun dari luar yang 
tidak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku mekanisme korporasi. 
Prinsip ini dilaksanakan dengan baik agar tidak langsung terpengaruh oleh pihak-
pihak dari dalam maupun dari luar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, dan prinsip korporasi yang tidak sehat, sehingga perusahaan terhindar 
dari berbagai macam masalah dan benturan kepentingan antara perusahaan dan 
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direksi yang dapat memperburuk citra perusahaan aktifitas perusahaan dapat 
dijalankan dengan baik dan dinamis. Akibat tidak diberlakukannya prinsip ini 
adalah proses penilaian kelayakan yang tidak fair, bias, dan merupakan bom 
waktu bagi masalah dibelakang hari dalam proses pengelolaan perusahaan yang 
tidak efektif dan efisien, maupun kelayakan jaminan yang ada dalam perusahaan. 
c. Akuntabilitas ( Accountability ) 
Menurut Iman dan Amin (2002 : 7), akuntabilitas merupakan penciptaan 
sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasan 
antara board of commissioner, board of directors, shareholders dan auditor 
(pertanggungjawaban wewenang, traceable, reasonable). 
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan tugas-
tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perseroan. 
Direksi (beserta manager), dalam hal ini bertanggungjawab atas 
keberhasilan pengurusaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
disetujui oleh pemegang saham. Komisaris bertanggungjawab atas keberhasilan 
pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi dalam rangka pengelolaan 
perusahaan. Pemegang saham bertanggungjawab atas keberhasilan pembinaan 
dalam rangka pengelolaan perusahaan. 
Prinsip ini mengatur bagimana sebaiknya perusahaan membentuk komite 
audit untuk memperkuat fungsi pengawasan interen oleh komisaris. Peran auditor 
internal dapat membantu dalam memperbaiki kinerja perusahaan, para auditor 
internal ini akan memberikan masukan kepada pihak manajemen atas kesalahan 
dan kekuarangan yang akan datang dalam mengelola sebuah perusahaan pada 
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periode lalu agar dapat diperbaiki pada masa yang akan datang. Oleh karena itu 
pembentukan dan penetapan kembali peran dan fungsi auditor internal sangat 
penting, dan prinsip ini mengatur bagaiman praktik audit yang sehat dan 
independen dan untuk mencapainya diperlikan auditor eksternal yang berkualitas 
dan independen, prinsip ini juga menetapkan suatu sistem penilaian kinerja 
melalui akuntansi dan sistem informasi yang baik. 
Kerangka kerja GCG memastikan sistem pengendalian strategis dan 
monitoring berjalan dengan dengan baik serta memastikan akuntabilitas dewan 
eksekutif pada perusahaan, pemegang saham, dan stakeholders. Dewan 
bertanggungjawab untuk mematuhi kinerja dan pencapaian target returnbagi 
pemegang saham dan mencegah berlarutnya konflik kepentingan,dan juga 
menjaga kompetisi yang fair dalam perusahaan. Agar akuntabilitas ini efektif, 
dewan juga harus menjaga independensinya dari manajemen. Tanggungjawab 
dewan yang lain adalah memestikan ditaatinya hukum, etika dan lain-lain. 
Menurut Iman dan Amin (2002 : 17), dalam hal ini, kerangka kerja 
corporate governance harus memastikan pedoman strategis perusahaan, 
pemonitoran manajemen yang efektif oleh dewan komisaris terhadap perusahaan 
dan pemegang saham. 
1. Anggota dewan komisaris bertindak dengan dasar informasi yang lengkap, 
itikad baik, penelitian yang cermat dan hati-hati, dan kepentingan yang paling 
baik bagi perusahaan dan pemegang saham. 
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2. Apabila keputusan dewan komisaris dapat mempengaruhi kelompok pemegang 
saham yang berbeda dengan cara yang berbeda, dewan komisaris harus 
memperlakukan semua pemegang saham secara layak. 
3. Dewan komisaris harus memastikan ketaatan terhadap hukum yang berlaku 
dan mempertimbangkan kepentingan stakeholders. 
4. Dewan komisaris harus memenuhi fungsi-fungsi kunci tertentu, mencakup: 
a. Menelaah dan mengarahkan strategi korporat, rencana tindakan utama, 
kebijakan resiko, anggaran tahunan dan rencana usaha menetapkan sasaran 
kinerja, memonitor implementasi dan kinerja korporat, serta mengawasi 
pengeluaran modal yang pokok, akuisisi 
b. Memilih, memberi kompensasi, memonitor dan bila perlu mengganti 
eksekutif kunci dan mengawasi perencanaan 
c. Menelaah eksekutif kunci dan remunerasi dewan komisaris, dan 
memastikan suatu proses nominasi dewan komisaris yang formil dan 
transparan 
d. Memonitor dan mengelola bentruan kepentingan yang potensial dari 
manajemen, anggota dewan komisaris dan pemegang saham, mencakup 
penyalahgunaan aktiva korporat dan penyalahgunaan dalam transaksi-
transaksi pihak yang mempunyai kepentingan yang istimewa 
e. Meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan perusahaan, 
mencakup audit independent dan sistem pengendalian yang tepat berjalan, 
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khususnya sistem pemonitoran resiko, pengendalian keuangan, dan ketaatan 
terhadap hukum 
f. Memonitor efektifitas praktik-praktik tata kelola yang beroperasi dan 
melakukan perubahan-perubahan bila perlu 
g. Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi 
5. Dewan komisaris harus dapat melaksanakan pertimbangan yang objektif 
tentang urusan korporat secara independent, khususnya terhadap manajemen. 
a. Dewan komisaris harus mempertimbangkan menugaskan sejumlah dewan 
komisaris non eksekutif yang memadai untuk melakukan pertimbangan 
yang independent tentang tugas-tugas dimana terdapat suatu potensial 
benturan kepentungan 
b. Anggota dewan komisaris harus mencurahkan waktu yang memadai 
terhadap tanggungjawab mereka 
6. Agar dapat memenuhi tanggungjawab mereka, anggota dewan komisaris harus 
mempunyai akses terhadap informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. 
Inti dari prinsip akuntabilitas dewan komisaris (board of directors) adalah 
bahwa kerangka corporate governance harus menjamin adanya pedoman strategis 
perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh 
dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga 
memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris 
beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan 
stakeholders lainnya. 
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d. Pertanggungjawaban (Responsibility) 
Menurut Iman dan Amin (2002 : 8), pertanggungjawaban perusahaan 
artinya perusahaan sebagai bagian dari masyarakat, bertanggungjawab kepada 
stakeholders dan lingkungan dimana perusahaan berada. 
Prinsip ini mengatur pemenuhan tanggungjawab perusahaan sebagai 
entitas bisnis dalam masayarakat kepada stakeholders untuk mewujudkan 
perusahaan menjadi good corporate citizen. Dengan demikian perusahaan akan 
menjadi professional dan penuh etika dalam menjalankan usahanya, menghindari 
penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh organ-organ internal perusahaan, 
dan adanya lingkungan bisnis yang baik seperti adanya larangan monopoli dan 
praktek persaingan yang tidak sehat. Perusahaan responsibel mempunyai 
tanggungjawab social yang berlaku yang perlu dipertimbangkan, termasuk 
beberapa ketentuan yang mengatur masalah lingkungan hidup dan perlindungan 
konsumen. 
Board of directors (dewan komisaris) merupakan faktor sentral dalam 
corporate governance karena hukum perseroan merupakan tanggung jawab legal 
atas urusan suatu perusahaan kepada board of directors. Dewan Komisaris secara 
legal bertanggungjawab untuk menetapkan sasaran corporate, mengembangkan 
kebijakan yang luas, dan memilih personal tingkat atas untuk melaksanakan 
sasaran dan kebijakan tersbut. Dewan Komisaris juga menelaah kinerja 
manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan 
kepentingan pemegang saham dilindungi. 
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Tugas dan tanggungjawab komisaris menurut Iman dan Amin (2002 : 38), 
yaitu: 
1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus perseroan yang 
dilakukan direksi serta memberi nasehat kepada direksi termasuk 
mengenai rencana pengembangan perseroan, pelaksanaan ketentuan-
ketentuan anggaran dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Menberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham 
mengenai rencana pengembangan perseroan, rencana kerja dan anggaran 
tahunan perseroan serta perubahan dan tambahannya. 
3. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perseroan serta 
menyampaikan hasil penelitian serta pendapatnya kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham. 
4. Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan, dalam hal perseroan 
menunjukan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang 
harus ditempuh. 
5. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham 
mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan 
perseroan. 
6. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat 
Umum Pemegang Saham. 
7. Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, 
dan dalam rapat tersebut komisaris dapat mengundang direksi. 
 
e. Kewajaran (Fairness) 
Menurut Iman dan Amin ( 2002 : 6 ), dalam hal ini adanya suatu 
perlindungan kepentingan minority stakeholders dari penipuan, kecurangan, 
perdagangan dan penyalahgunaan oleh orang dalam. 
Fairness adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-
pihak yang berkepentingan sesuai dengan criteria proporsi yang seharusnya. 
Dalam hal ini ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 
perusahaan terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang 
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dilakukan oleh orang dalam dengan begitu peran dan tanggungjawab komisaris 
dan manajemen sangat diperlukan. 
Prinsip ini mengatur bahwa suatu perusahaan harus menetapkan aturan 
perusahaan untuk dapat melindungi kepentingan dari pada pemegang saham, 
khususnya para pemegang saham minoritas dan prinsip inipun mengharuskan 
adanya penetapan kebijakan agar telindungi dari kecurangan yang dilakukan oleh 
orang dalam atau yang berasal dari dalam, oleh karena itu peranan dan 
tanggungjawab komisaris dan manajemen sangat diperlukan dan prinsip ini pula 
mengedepankan kewajaran dalam setiap informasi yang bersifat material dan 
diungkapkan secara penuh (full disclosure). 
Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung 
jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
anggaran dasar perusahaan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, 
perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. Pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan 
taggung jawabnya juga harus memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan. 
2. Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab 
pemegang saham atas dasar dua azas fairness (kesetaraan dan kewajaran) 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. 
Inti dari prinsip perlindungan hak-hak dan tanggung jawab perusahaan,        
adalah: 
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1. Hak pemegang saham harus dilindungi dan dapat dilaksanakan sesuai 
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Hak 
pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi: 
a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara 
dalam RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada 
pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara 
b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat 
waktu, benar dan teratur kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga 
memunginkan pemegang saham membuat keputusan mengaenai 
prestasinya dalam perusahaan berdasarkan informasi yang akurat 
c. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang 
diperuntukan bagi pemegang saham dalam bentuk deviden dan 
pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang 
dimilikinya 
d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat 
mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan 
penyelengaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-hal yang 
mempengaruhi eksistensi perusahaan dan hak pemegang saham 
e. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam 
perusahaan, maka: (i) setiap pemegang saham berhak mengeluarkan 
suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki; 
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dan (ii) setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara 
berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya 
2. Pemegang saham harus menyadari tanggung jawabnya sebagai sebagai 
pemilik modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan 
anggaran dasar perusahaan. Tanggung jawab pemegang saham tersebut pada 
dasarnya meliputi: 
a. Pemegang saham pengendali harus dapat: (i) memperhatikan kepentingan 
pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai 
peraturan perundang-undangan dan (ii) mengungkapkan kepada instansi 
penegak hukum tentang pemegang saham pengndali yang sebenarnya 
(ultimate shareholders) dalam hal terdapat dugaan terjadinya 
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau dalam hal 
diminta olaeh otoritas terkait 
b. Pemegang saham mionoritas bertanggung jawab untuk menggunakan 
haknya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
anggaran dasar 
c. Pemegang saham harus dapat: (i) memisahkan kepemilikian harta 
perusahaan dengan kepemilikan hak-hak pribadi ; dan (ii) memisahkan 
fungsinya sebagai pemegang saham dengan fungsinya sebagai Dewan 
Komisaris atau direksi dalam hal pemegang saham menjabat pada salah 
satu dari kedua organ tersebut 
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d. Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada 
beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan 
antar perusahaan dapat dilakukan dengan jelas 
Tanggung jawab perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang 
Saham, adalah: 
1. Perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. 
2. Perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara 
tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran 
dasar perusahaan. 
3. Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara 
tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham., kecuali hal-hal 
yang sifatnya rahasia. 
4. Perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu 
dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada 
pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua 
pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang 
dimilikinya. 
5. Perusahaan harus dapatmemberikan penjelasan lengkap dan informasi 
yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS. 
 
 28 
 
Inti dari prinsip perlakuan terhadap seluruh pemegang saham adalah 
bahwa kerangka corporate governance harus menjamin adanya perlakuan yang 
sama terhadap seluruh pemegang saham, terhamasuk pemegang saham minoritas 
dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk 
mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. 
Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham 
yang berada dalam satu kelas, melarang praktik-praktik insider trading dan self 
dealing, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan 
keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan 
kepentingan. 
2.1.4 Manfaat Good Corporate Governance  
Corporate Governance yang tidak efektif merupakan penyebab utama 
terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan pada berbagai perusahaan di Indonesia 
akhir-akhir ini. Penerapan corporate governance yang efektif dapat memberikan 
sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian, serta 
menghindari terjadinya krisis dan kegagalan serupa di masa depan. 
Dengan melaksanakan corporate governance menurut Forum for 
Corporate Governance (FCGI), ada beberapa manfaat antara lain: 
1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional 
perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak 
rigid yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. 
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3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 
Indonesia. 
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 
sekaligus meningkatkan stakeholders value dan deviden khusus bagi 
BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil 
privatisasi. 
Selain manfaat tersebut, menurut Tunggal dan Tunggal (2002 : 9), dengan 
menerapkan corporate governance yang baik akan memberikan manfaat sebagai 
berikut: 
“   1.    Perbaikan dalam komunikasi 
2. Memperkecil potensial benturan (konflik kepentingan) 
3. Fokus pada strategi-strategi utama 
4. Peningkatan dalam produktifitas dan efisiensi 
5. Kesinambungan manfaat 
6. Promosi citra perusahaan 
7. Peningkatan kepuasan pelanggan 
8. Problem kepercayaan investor 
9. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.” 
 
2.1.5 Tujuan Good Corporate Governance 
Pada tahun 2004 Pemerintah telah mengubah Komite Nasional Kebijakan 
Corporate Governance menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 
yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Salah satu tugas 
penting dari Sub-Komite Korporasi adalah menciptakan pedoman bagi dunia 
usaha dalam menerapkan GCG. Pedoman GCG merupakan panduan bagi 
perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktek 
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GCG kepada pemangku kepentingan. Komite Nasional Kebijakan Governance 
(KNKG) menjelaskan, Pedoman Umum GCG Indonesia yang untuk selanjutnya 
disebut Pedoman GCG merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan 
GCG dalam rangka : 
1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui penglolaan 
yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
independensi serta kestaraan dan kewajaran. 
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ 
perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang 
Saham. 
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota 
Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya 
dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. 
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab social perusahaan 
terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar 
perusahaan. 
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap 
memperhatikan pemangku kepentingan lain. 
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun 
internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat 
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mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang 
berkesinambungan. 
Dengan demikian, penerapan pelaksanaan prinsip GCG secara optimal 
akan mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang ada, dan pada 
gilirannya memberikan value creation semua pihak yang terkait dengan 
perusahaan. 
Penerapan GCG bukanlah hal sulit. Bagi pihak luar, perusahaan-
perusahaan yang sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini selalu 
menampilkan kinerja yang bagus, seperti penjualan meningkat, laba bersih yang 
terus melonjak, dan ekspansi yang tidak pernah berhenti. 
2.2 Kinerja Keuangan  
Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh 
para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana 
kualitas perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan 
keuangan perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut, dapat diketahui 
keadaan financial dan hasil – hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode 
tertentu. 
2.2.1 Pengertian Kinerja dan Penilaian Kinerja 
Kinerja menurut Bastian (2001 : 329) yaitu: “ Kinerja adalah gambaran 
mengenai tingkat pencapaian atau pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau 
kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang 
tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. 
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Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat 
dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.” 
Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997 : 503), 
adalah:  
“ Penilaian mempunyai arti proses atau cara menilai. Dalam bahasa Inggris, sering 
diartikan dengan kata measurement yang berarti sistem pengukuran.” 
Pengukuran maupun penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk 
mengevaluasi hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan dan 
dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 
2.2.2 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 
Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong 
pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara 
berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus 
menerus dan pencapaian tujuan di masa yang akan datang. 
Tujuan pokok kinerja menurut Mulyadi (2001 : 416) adalah untuk 
memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi 
standar prilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan 
hasil yang diinginkan. Standar prilaku dapat berupa kebiakan manajemen atau 
rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Penilaian kinerja dilakukan 
untuk menekan prilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil 
kinerja pada waktunya, serta penghargaan. 
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Secara umum, tujuan suatu perusahaan untuk mengadakan evaluasi kinerja 
adalah: 
1. Menetapkan kontribusi masing-masing divisi atas perusahaan secara 
keseluruhan maupun atas kontribusi dari masing-masing sub divisi 
(evaluasi ekonomi maupun segmen). 
2. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kinerja masing-masing 
manajer divisi maupun kantor cabang (evaluasi manajerial). 
3. Memutuskan para manajer divisi maupun kantor cabang supaya konsisten 
mengoperasikan divisi maupun kantor cabang, sehingga sesuai dengan 
tujuan pokok perusahaan (evaluasi operasi). 
Secara formal, produk akhir dari hasil pengukuran kinerja diwujudkan 
dalam suatu laporan yang disebut laporan kinerja. Menurut Mulyadi (2001 : 416), 
penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi manajemen, yaitu: 
1. “ Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 
pemotivasian secara maksimal. 
 Dalam mengelola perusahaan, manajemen menetapkan sasaran yang akan 
dicapai di masa yang akan datang dan didalam proses yang disebut 
perencanaan (ketisming). Pelaksanaan rencana memerlukan alokasi 
sumber daya secara efisien. Disamping itu pelaksanaan rencana 
memerlukan pengendalian agar efektif dalam mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan. Pelaksanaan rencana dapat ditempuh dengan cara tangan besi, 
dengan ancaman terhadap pelaksanaan agar mematuhi prilaku standar 
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untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksaan rencana dengan 
cara ini dapat menjamin sasaran organisasi secara efektif dan efisien. 
Namun cara pencapaian tujuan ini akan mengakibatkan moral kerja 
karyawan menjadi rendah. Akan berbeda kondisi moral karyawan jika 
pengelolaan karyawan didasarkan atas maksimisasi motivasi karyawan 
dalam mencapai sasaran organisasi. Maksimisasi motivasi karyawan 
berarti membangkitkan dorongan dalam diri karyawan untuk mengerahkan 
usahanya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. 
Jika setiap karyawan memahami sasaran yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan dan setiap karyawan melaksanakan internalisasi sasaran 
perusahaan sebagai sasaran pribadinyamaka kesesuaian tujuan individu 
karyawan dengan sasaran perusahaan secara keseluruhan akan terjadi. 
Kesesuaian sasaran individu karyawan dengan sasaran perusahaan inilah 
yang akan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. 
Maksimisasi motivasi karyawan dalam mencapai sasaran perusahaan 
inilah yang merupakan tujuan pokok penilaian kinerja. 
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, 
seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. 
 Penilaiaan kinerja akan menghasilkan data yang dapat dipakai sebagai 
dasar pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan yang 
dinilai kinerjanya. Jika manajemen puncak akan memutuskan promosi 
manajer ke jabatan yang lebih tinggi, data hasil evaluasi kinerja yang 
diselenggarakan secara periodik akan sangat membantu manajemen 
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puncak dalam memilih manajer yang pantas untuk dipromosikan. Begitu 
pula dalam pengambilan keputusan hubungan kerja permanent, 
manajemen puncak memerlukan data hasil evaluasi kinerja sebagai salah 
satu informasi penting. Yang dipertimbangkan dalam keputusan tersebut. 
3. Mengidentifikasikan kebutuhan peralatan dan pengembangan karyawan 
dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 
karyawan. 
 Jika manajemen puncak tidak mengenal kekuatan dan kelemahan yang 
dimilikinya, sulit bagi manajemen untuk mengevaluasi dan memeilih 
program pelatihan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. 
Dalam masa kerjanya, perusahaan mempunyai kewajiban untuk 
mengembangkan karyawannya agar mereka agar dapat menyesuaikan diri 
dengan perubahan lingkungan bisnis perusahaan yang senantiasa berubah 
dan berkembang. Hasil penilaiaan kinerja dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi kelemahan karyawan dan untuk mengantisipasi keahlian 
dan keterampilan yang dituntut oleh pekerjaan agar dapat memberikan 
respon yang memadai terhadap perubahan lingkungan bisnis dimasa yang 
akan datang. Hasil penilaian kinerja juga dapat menyediakan criteria untuk 
memilih program pelatihan karyawan yang mematuhi kebutuhan karyawan 
dan untuk mengevaluasi kesesuaian program pelatihan karyawan dengan 
kebutuhan karyawan. 
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 
mereka menilai kinerja mereka. 
 36 
 
 Dalam organisasi perusahaan, manajemen atas mendelegasikan sebahagian 
wewenangnya kepada manajemen bawah mereka. Pendelegasian 
wewenang ini disertai dengan alokasi sumber daya yang diperlukan dalam 
pelaksanaan wewenang tersebut. Manajer bawah melaksanakan wewenang 
dengan mengkonsumsi sumber daya yang dialokasikan kepada mereka. 
Penggunaan wewenang ini dipertanggungjawabkan dalam bentuk 
penilaiaan kinerja. Dengan pengukuran kinerja ini manajemen atas 
memperoleh umpan balik mengenai pelaksanaan wewenang dan 
penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan wewenang yang dilakukan 
oleh manajemen bawah. Berdasarkan hasil penilaiaan kinerja ini 
manajemen atas memberikan penilaiaan terhadap kinerja manajemen 
bawah. Dilain pihak pinilaiaan kinerja ini memberikan umpan balik bagi 
manajemen bawah mengenai bagaimana manajemen atas menilai kinerja 
mereka. 
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi perusahaan. 
 Penghargaan dapat digolongkan dalam dua kelompok yaitu penghargaan 
intrinsic dan penghargaan ekstrinsik. Penghargaan intrinsic berupa rasa 
puas diri yang diperoleh seseorang yang telah berhasil menyelesaikan 
pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran tertentu. 
Penghargaan ekstrinsik terdiri dari kompensasi yangdiberikan kepada 
karyawan baik yang berupa kompensasi langsung, tidak langsung, maupun 
yang berupa kompensasi non keuangan.” 
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2.2.3 Penilaian Kinerja Kuangan 
Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi organisasi atau 
perusahaan yang dinilai secara kuantitatif dalam bentuk uang yang dilihat, baik 
dari segi pengelolaan, pergerakan maupun tujuannya. Kinerja keuangan 
perusahaan yang tergambar dari laporan keuangan menjadi perhatian utama bagi 
pemakai laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus 
berusaha untuk meningkatkan kinerja dari periode ke periode. 
Menurut Rico dan Rudy (2003 : 11), analisis kinerja keuangan yang 
dilakukan pada dasarnya untuk mengevaluasi kinerja dimasa lalu dan melakukan 
berbagai analisis, sehingga dapat diperoleh posisi keuangan perusahaan yang 
mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. 
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja di masa-masa yang lalu, 
dapat dilakukan prediksi terhadap kinerja perusahaan di masa akan datang, 
sehingga evaluasi untuk nilai perusahaan dapat dilakukan untuk melakukan 
berbagai keputusan-keputusan investasi (termasuk kredit) yang harus dilakukan 
saat ini. 
Dalam upaya menilai kondisi kesehatan perusahaan melalui tingkat 
kinerjanya serta melihat perkembangan suatu perusahaan, seorang analisis laporan 
keuangan memerlukan alat ukur yang dapat membantu pekerjaannya. Salah satu 
alat ukur yang sering digunakan adalah analisis rasio keuangan. 
2.2.4 Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan 
Dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan, perusahaan dapat 
menggunakan salah satu teknik analisis rasio menurut Munawir (2002 : 37), yaitu: 
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“Suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam 
neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan 
tersebut”. 
Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan, kesemuanya itu 
menganalisis laporan keuangan, dan setiap metode analisis mempunyai metode 
yang sama yaitu untuk membuat agar data mudah dimengerti sehingga dapat 
digunakan sebagai dasar pembuat keputusan bagi pihak-pihak yang 
membutuhkan. 
Dalam menganilisis  kinerja keuangan dapat menggunakan analisis Return 
on Investment (ROI) daimana dalam analisis laporan keuangan mempunyai arti 
yang penting sebagai salah satu teknik analisis yang lazim digunakan oleh 
pimpinan perusahaan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi 
perusahaan. 
Pengertian ROI menurut Munawir (2002 : 89) adalah: 
“Salah satu dari rasio profitabilitas yang dimaksud untuk dapat mengukur 
kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditamanamkan dalam 
aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dan untuk menghasilkan 
keuntungan”. 
 
Sedangkan menurut Prastowo dan Julianty (2002 : 89) adalah: 
“Suatu rasio dalam analisis laporan keuangan yang mengukur tingkat 
kembalian investasi yang telah dilakukan, baik dengan menggunakan total aktiva 
yang dimiliki perusahaan tersebut maupun dengan mengunakan dana yang berasal 
dari pemilik modal”. 
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ROI merupakan terminologi yang luas dari rasio yang digunakan untuk 
mengukur hubungan antara laba yang diperoleh dan investasi yang digunakan 
untuk menghasilkan laba tersebut. 
Sesuai dengan investasi mana yang digunakan, rasio ini dibagi menjadi 
dua, yaitu: Return on Total Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). 
1. Return on Total Asset (ROA) 
Adalah suatu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 
memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur 
tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan 
menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki. 
Rumus yang digunakan adalah: 
  EBIT  
ROA =                     x 100%         
             Total Asset 
 
2. Return on Equity (ROE) 
Adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 
bersih dari modal sendiri yang daigunakan oleh perusahaan, sehingga ROE ini 
ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. 
Rumus yang digunakan adalah : 
EAT 
ROA =                         x 100% 
   Total Equity 
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Helfert (2003 : 89), menyatakan hal bahwa pengukuran net informing after 
tax terhadap total aktiva menunjukkan kemampuan manajeman dalam 
menjalankan usaha dengan cakap dengan menilai seberapa dan memperhatikan 
peningkatan efisiensi di sektor produksi dan penjualan serta kebijakan 
investasinya. Rasio atas total aktiva pada dasarnya memperlihatkan efektifitas 
biaya atau harga suatu biaya secara keseluruhan. 
2.3 Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance terhadap 
Kinerja Keuangan 
Pada dasarnya, perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh 
pemilik untuk mendapat keuntungan. Salah satu kepentingan pokok pemegang 
saham adalah bahwa perusahaan harus menumpuk keuntungan, sehingga dapat 
meningkatkan nilai perusahaan bagi keuntungan para pemegang saham. Dalam 
menjalankan aktivitasnya, perusahaan melakukan interaksi secara kelembagaan 
dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan.  
Dalam interaksi tersebut, terdapat berbagai kepentingan yang mingkin dan 
sering kali tidak sejalan dengan kepentingan pokok pemegang saham, termasuk 
diantaranya kepentingan yang dimiliki karyawan pemasok, pelanggan, distributor, 
pesaing, pemerintah serta masyarakat yang ikut memberi kontribusi terhadap 
keberhasilan perusahaan dan yang ikut pula menanggung dampak dari kegiatan 
operasional perusahaan. Mereka adalah stakeholders yang mempunyai 
kepentingan dalam kemakmuran perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan 
harus mengupayakan keseimbangan dengan memperhatikan tidak hanya 
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kepentingan stakeholders saja tetapi juga stakeholders untuk mempertahankan 
eksistensinya dan bermanfaat bagi seluruh  masyarakat. 
Dengan demikian, prinsip-prinsip GCG mengatur hal-hal yang terkait 
dengan: 
a. Transparansi (Tranparency) 
Transparansi menurut Iman dan Amin (2002 : 7) yaitu pengungkapan 
informasi kinerja perusahaan, baik ketatapan waktu maupun akurasinya 
(keterbukaan dalam proses, decision making, control, quality, fairness, 
standardization, efficiency time and cost). 
Dalam hubungannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan, prinsip ini 
mengatur bagaimana pihak manajemen dapat mengatur resiko untuk 
memastikan seluruh resiko dapat dikelola pada waktu yang dapat ditolerir 
yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan itu sendiri. Selain itu, dalam 
prinsip ini mengatur pengembangan teknologi informasi, memastikan 
penilaian kinerja yang terbaik, serta proses pengambilan keputusan yang 
efektif oleh pihak komisaris dan manajemen dimana keputusan ini dapat 
terkait dengan kinerja perusahaan yang mengarahkan pada kinerja yang 
semakin baik. Inti dari prinsip ini adalah meningkatkan keterbukaan dari 
kinerja perusahaan secara teratur dan tepat waktu serta benar. 
H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara prinsip Transparansi 
(Transparency) terhadap kinerja keuangan. 
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b. Kemandirian (Independensy) 
Menurut Iman dan Amin (2002 : 8), kemandirian adalah keadaan dimana 
perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai 
dengan mekanisme korporasi. 
Hubungannya dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan, yaitu 
prinsip ini mengatur tentang bagaimana perusahaan harus mampu 
menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. 
Pengelola perusahaan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan 
fungsi, tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, atau pihak-
pihak yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan perusahaan bebas dari 
tekanan atau pengaruh, baik dari dalam maupun dari dalam perusahaan, 
yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
sehingga dalam pengelolaannya perusahaan lebih meyakini dan lebih 
percaya pada dirinya sendiri dan lebih mengetahui keputusan yang terbaik 
yang harus diambil perusahaan, sehingga kinerjanya akan lebih terpercaya, 
akurat, dan menghindari proses penilaian kelayakan yang tidak fair dan 
juga akan menghindari masalah finansial. 
 H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara prinsip Kemandirian 
(Independensy) terhadap kinerja keuangan. 
c. Akuntabilitas (Accountability) 
 Menurut Iman dan Amin (2002 : 7), akuntanbilitas merupakan penciptaan 
sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian 
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kekuasaan antara board of commissioners, board of directors, 
shareholders, dan auditor (pertanggungjawaban, wewenang, traceable, 
reasonable). Akuntanbilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
fungsi dan tugas – tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh 
seluruh organ perseroan. 
 Prinsip ini mengatur bagaimana sebaiknya perusahaan membentuk komite 
audit untuk memperkuat fungsi intern oleh komisaris. Peran audit intern 
ini dapat membantu dalam memperbaiki kinerja perusahaan. Para auditor 
intern ini akan memberikan masukan kepada pihak manajemen atas 
kesalahan dan kekurangan yang akan datang dalam mengelola perusahaan 
pada periode yang lalu agar dapat diperbaiki untuk masa depan yang akan 
datang. Dalam prinsip ini, pemegang saham atau pemilik modal tidak di 
perkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi 
tanggung jawab direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar 
perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Akuntabilitas merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah 
agency problem antara direksi dan audit. Akuntabilitas juga dapat dicapai 
melalui pengawasan yang efektif yang didasarkan pada keseimbangan 
kewenangan antara pemegang saham, komisaris dan direksi. Praktik audit 
yang sehat dan independent mutlak diperlukan untuk menunjang 
akuntabilitas perusahaan. Hal ini dapat dilakukan, antara lain dengan 
mengaktifkan komite audit. 
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 H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara prinsip Akuntabilitas 
(Accountability) terhadap kinerja keuangan. 
d. Pertanggungjawaban (Responsibilty) 
 Menurut Iman dan Amin (2002 : 8), pertanggungjwaban perusahaan 
artinya perusahaan sebagian dari masyarakat, bertanggung jawab kepada 
stakeholders dan lingkungan dimana perusahaan berada. 
Prinsip ini mengatur pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai 
entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholders yang 
mencakup hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara 
perusahaan dengan seluruh stakeholders (keseimbangan eksternal) untuk 
mewujudkan perusahaan sebagai good corporate citizen. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan akan menjadi professional 
dan penuh etika, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, sehingga akan 
meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang responsible 
mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang mengatur masalah 
lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perpajakan, ketenagakerjaan, 
barangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat, kesehatan dan 
keselamatan kerja, dan peraturan lainnya yang mengatur kehidupan 
perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha. 
 H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara prinsip 
Pertanggungjawaban (Responsibilty) terhadap kinerja keuangan. 
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e. Kewajaran (Fairness) 
 Menurut Iman dan Amin (2002 : 6), dalam hal ini adanya suatu 
perlindungan kepentingan minority stakeholders dari penipuan, 
kecurangan, perdagangan, dan penyalahgunaan oleh orang dalam. 
Fairness adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak – 
pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria proporsi seharusnya. 
Prinsip ini mengatur bagaimana menetapkan peran dan tanggung jawab 
komisaris dan manejemen dalam mengelola masing-masing pusat 
pertanggungjawabannya. Fairness meliputi kejelasan hak-hak pemegang 
saham untuk melindungi kepentingan pemegang saham, termasuk 
perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dari kecurangan, seperti 
praktik insider yang merugikan kepentingan pemegang saham secara 
keseluruhan, sehingga kinerja perusahaan akan lebih stabil karena para 
pemegang saham mengetahui secara detail seluruh informasi perusahaan, 
baik mengenai RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, sturktur modal 
perusahaan, kebijakan deviden perusahaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, 
perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan dan mengevaluasi 
kinerjanya, sehingga dengan demikian para investor tidak akan ragu 
menanamkan modalnya dan dapat mengambil sikap yang diperlukan. 
H5 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara prinsip 
Pertanggungjawaban (Responsibilty) terhadap kinerja keuangan. 
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Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang digunakan 
untuk mengarahkan dan mengelola bisnis da urusan-urusan perusahaan dalam 
rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan 
tujuan utamanya adalah dengan mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 
panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.  
Kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari 
pengungkapan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Agar bernilai 
dipasar modal global, informasi itu harus jelas, konsisten, dan dapat 
diperbandingkan serta menggunakan standar akuntansi yang diterima diseluruh 
dunia. Dampak transparansi adalah bahwa pihak-pihak lain yang berkepentingan 
dengan perusahaan memperhatikan dampak resiko bertransaksi dengan 
perusahaan. 
Dengan adanya prinsip-prinsip GCG, maka laporan keuangan yang 
dihasilkan dapat diungkapkan secara transparan dan akurat, sehingga dapat 
membantu investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam suatu 
perusahaan dalam mengambil keputusan, sehingga dapat meningkatkan kinerja 
keuangan perusahaan. Jika dilanjutkan dengan tujuan GCG pada BUMN, salah 
satunya meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional yang bisa 
diartikan sebagai tingkat kinerja BUMN yang baik. 
Dari pernyataan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya 
prinsip-prinsip GCG di perusahaan, maka pihak-pihak yang terkait di perusahaan 
memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku, 
sehingga dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (karena 
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melibatkan partisipasi banyak kepentingan), lebih accountable (karena ada sistem 
yang akan meminta pertanggung jawaban atas setiap tindakan), lebih transparan, 
serta aka meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapat 
menyumbangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang. Dalam hal ini, kinerja 
perusahaan akan meningkat, sehingga prinsip corporate governance diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada pada akhirnya 
meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan, termasuk investor. 
H6 : Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel prinsip 
GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
2.4 Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang terkait dengan variabel penerapan prinsip GCG dan kinerja 
keuangan perusahaan dilakukan oleh Frediawan (2008) yang meneliti di PT. 
Jamsostek. Penelitian ini menguji pengaruh GCG sebagai variabel bebas terhadap 
kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian tersebut GCG diukur dengan 
beberapa variabel yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, dan kewajaran. Kelima variabel tersebut kemudian dihitung 
menggunakan analisis korelasi Rank Spearman untuk mengetahui apakah terdapat 
hubungan variabel GCG tersebut dengan kinerja keuangan perusahaan. 
Berdasarkan hasil pengolahan data, pada variabel penerapan prinsip GCG secara 
simultan berpengaruh signifikan (kuat) terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini 
membuktikan bahwa terdapat pengaruh penerapan prinsip Good Corporate 
Governance terhadap kinerja keuangan pada PT. Jamsostek. 
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Penelitian tentang Good Corporate Governance juga telah dilakukan 
sebelumnya. Penelitian tersebut membahas tentang menfaat penerapan GCG 
terhadap Going Concern perusahaan. Yang diteliti oleh Ayota (2005) di PT. 
Telkom. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan GCG tidak secara 
signifikan membawa dampak terhadap Going Concern perusahaan. 
Hidayah (2007) Penerapan Good Corporate Governance, Pengungkapan 
Informasi, dan Kinerja Perusahaan di Perusahaan Publik Indonesia. Penelitian ini 
bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja 
perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui adanya 
pengungkapan informasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 
50 perusahaan dengan populasi semua perusahaan yang listing di bursa Efek 
Jakarta pada tahun 2000-2005. 
Variabel independent dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang 
diukur dengan ROE dan Tobin’s Q sedangkan variabel independent adalah 
corporate governance yang diukur menggunakan CGPI. Penelitian ini 
memasukkan pengungkapan informasi sebagai variabel intervening yang 
memediasi pengaruh penerapan corporate governance terhadap kinerja 
perusahaan. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa penerapan 
corporate governance mempengaruhi pengungkapan informasi. Hipotesis kedua, 
menunjukkan bahwa pengungkapan informasi mempengaruhi kinerja pasar 
maupun kinerja operasional. Namun, hipotesis ketiga tidak terbukti. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa penerapan corporate governance tidak 
mempengaruhi secara langsung kinerja perusahaan. 
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Pranata (2007) Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap 
kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penerapan GCG terhadap ROE, Tobin’s Q dan net profit margin (NMP). Sampel 
yang digunakan 20 sebanyak 35 perusahaan diambil secara purposive sampling 
yaitu perusahaan go public yang terdaftar di BEJ selama tahun 2001-2005 dan 
masuk dalam kelompok 10 besar berdasarkan indeks GCG. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh positif terhadap return on 
equity (ROE), Tobin’s Q dan net profit margin (NMP) dan perubahan yang yang 
terjadi pada skor penerapan GCG disebabkan oleh faktor lain yang tidak tercakup 
dalam model regesi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian diadakan dengan mengadakan penelitian langsung di 
Kantor Perum Perumnas Regional VII Cabang Sulsel I Jl. Letjend. Hertasning 
Makassar. 
3.2 Metode Penelitian 
3.2.1 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data primer dan data 
sekunder. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara: 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
 Menerapkan sumber data yang diperoleh dari berbagai literatur, majalah, 
catatan khusus, koran dan sumber lainnya yang dianggap relevan dengan 
masalah penelitian. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
 Penulis melakukan penelitian langsung ke perusahaan untuk memperoleh 
data primer.  
Data tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan tanya jawab antara 
penulis dengan pihak yang ada kaitannya dalam penelitian ini. 
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b. Observasi 
Yaitu mengadakan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan 
secara langsung ke lokasi penelitian dengan cara observasi terhadap 
aktivitas yang dilakukan. 
c. Daftar Pertanyaan (Kuesioner) 
Yaitu dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang dibuat dalam 
suatu daftar pertanyaan penelitian, yang ditujukan kepada pimpinan dan 
personil perusahaan yang dianggap mampu dan berwenang dalam 
memberikan jawaban yang diperlukan. 
6.2.2 Operasionalisasi Variabel 
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh Penerapan 
Prinsip – prinsip GCG terhadap kinerja keuangan, maka terdapat dua variabel 
yang akan dianalisis, yaitu : 
1. Variabel Independen (variabel X) 
Variabel independen atau variabel bebas menurut Indriantoro (2002 : 63), 
adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. 
Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah penerapan 
prinsip GCG dalam Transparansi, Kemandirian, Akuntanbilitas, 
Pertanggungjawaban, dan Kewajaran sebagai indeks GCG. 
2. Variabel Dependen (variabel Y) 
Variabel dependen atau variabel terkait menurut Indriantoro (2002 : 63), 
yaitu tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel 
 52 
 
Independen. Yang menjadi variabel dependen yaitu kinerja keuangan yang 
diperoleh dengan mengumpulkan data Laporan Laba Rugi dan Neraca. 
Penentuan indikatornya dengan membandingkan tingkat rasio Return on 
Investment yang terdiri dari 2 yaitu Return on Asset dan Return on Equity 
dari masing – masing tahun tersebut. 
Untuk keperluan pengujian, variabel – variabel tersebut perlu dijabarkan 
ke dalam indikator – indikator variabel yang bersangkutan. Adapun indikator – 
indikator dari variabel yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut : 
Tabel 3.1 
Indikator Variabel dan Skala Pengukuran 
Variabel Indikator Skala Instrumen 
Variabel 
Independen : 
Penerapan 
Prinsip – 
prinsip GCG 
Transparansi 
1. Mengembangkan sistem akuntansi 
berdasarkan standar akuntansi dan 
memastikan kualitas dari laporan 
keuangan dan disclosure 
2. Mengembangkan teknologi 
informasi manajemen 
3. Mengembangkan manajemen 
resiko dalam tingkatan perusahaan 
4. Mempublikasikan informasi 
keuangan dan informasi lain yang 
material 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuesioner 
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Kemandirian 
1. Menggunakan tenaga ahli dalam 
menjelaskan efektifitas operasional 
perusahaan. 
2. Tidak melibatkan pengaruh atau 
intervensi dari pihak luar yang tidak 
sesuai dengan prinsip korporasi 
yang sehat 
3. Menghindari benturan kepentingan 
4. Menjalankan aktivitas perusahaan 
dengan baik dan dinamis 
5. Membuat kebijakan intern 
perusahaan yang sesuai dengan 
hukum yang berlaku 
 
Ordinal 
 
Kuesioner 
 Akuntabilitas 
1. Membentuk komite audit 
2. Membentuk dan menetapkan 
kembali peran dan fungsi auditor 
internal 
3. Menetapkan sistem penilaian 
kinerja 
4. Menggunakan auditor eksternal 
yang berkualitas dan independen 
 
Ordinal 
 
Kuesionar 
 Pertanggungjawaban 
1. Mempertimbangkan tanggung 
jawab sosial 
2. Menghindari penyalahgunaan 
 
Ordinal 
 
Kuesionar 
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kekuasaan 
3. Menjadi professional dan mematuhi 
etika 
4. Lingkungan bisnis yang baik 
 Kewajaran 
1. Menetapkan aturan perusahaan 
untuk melindungi kepentingan 
pemegang saham, khususnya 
pemegang saham minoritas 
2. Menetapkan kebijakan untuk 
melindungi dari kesalahan yang 
berasal dari dalam self deating, dan 
konflik kepentingan 
3. Menetapkan peran dan tanggung 
jawab komisaris dan manajemen 
4. Wajar dalam mengungkapkan 
setiap informasi yang material 
 
Ordinal 
 
Kuesioner 
Variabel 
dependen : 
Kinerja 
Keuangan 
1. Adanya laporan keuangan yang 
tepat waktu dan sudah di audit oleh 
pihak independen. 
2. Adanya analisis rasio keuangan 
(ROI: ROA dan ROE) 
3. Adanya peningkatan laba dan 
efisiensi biaya 
Ordinal Kuesioner 
Sumber : Penelitian sebelumnya 
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6.2.3 Teknik Pengembangan Instrumen 
Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2006:107). 
Dengan skala likert variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi sub variabel. 
Kemudian sub variabel dijabarkan menjadi komponen – komponen yang dapat 
diukur. Komponen – komponen ini yang diukur dijadikan sebagai titik tolak untuk 
menyusun item instrumen yang berupa pertanyaan yang kemudian dijawab oleb 
responden. Bentuk pertanyaan berupa pilihan ganda, dari jawaban setiap 
instrumen mempunyai tingkatan nilai mulai dari yang paling positif sampai yang 
paling negatif dan sebaliknya. Untuk menggunakan skala ini digunakan 
pertanyaan pilihan ganda dengan jawaban yang mempunyai skor 1,2,3, 4, dan 5. 
Dalam penulisan ini skala likert  dimodifikasikan sebagai berikut : 
a. Skor 1 berarti sangat tidak setuju 
b. Skor 2 berarti tidak setuju 
c. Skor 3 berarti kurang setuju 
d. Skor 4 berarti setuju 
e. Skor 5 berarti sangat setuju 
Dalam pengukuran variabel x dan y untuk perhitungan regres, skor 
jawaban terhadap pertanyaan tentang variabel x dan variabel y dijumlahkan untuk 
masing – masing responden. Skor jawaban untuk masing – masing pertanyaan 
berkisar dari 1 sampai 5. Jadi setiap responden memberikan jawaban atau total 
skor yang merupakan nilai untuk variabel x dan y. 
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6.3 Teknik Analisa Data 
3.3.1 Uji Kualitas Data 
Ketepatan pengukuran dan pengujian suatu kuesioner sangat  tergantung 
pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak 
akan berguna jika instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian 
tidak memiliki realibility (tingkat keandalan) dan validity (tingkat keabsahan) 
yang tinggi. 
Pengujian dan pengukuran tersebut : 
a. Uji Validitas Data 
Sebuah pengukuran dikatakan valid jika dapat mengukur tujuannya dengan 
benar (Jogiyanto, 2004 : 120). Validitas berhubungan dengan ketepatan alat 
ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasarannya. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, sehingga pengujian 
validitas yang digunakan berupa validitas lini ( content validity ). Pengujian 
validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen 
dan materi pelajaran yang telah diajarkan. Nilai koefisien korelasi antara 
skor setiap item dengan skor total dihitung dengan korelasi product moment.  
b. Uji Reliabilitas Data 
Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil 
pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 
lebih terhadap pernyataan yang sama menggunakan alat ukur yang sama 
pula. Reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurannya. 
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Besarnya tingkat reliabilitas ditunjukkan oleh nilai koefisiennya, yaitu 
koefisien relibilitas (Jogiyanto, 2004 : 132). Uji reliabilitas dalam penelitian 
ini menggunakan teknik Cronbach Alpha (α), dimana suatu instrumen dapat 
dilakukan handal (reliable) bila memiliki α ≥ 0,6 
3.3.2 Analisis Data 
Untuk mengetahui pengaruh pastisipasi dalam penyusunan anggaran dan 
motivasi kerja terhadap kinerja karyawan digunakan analisis regeresi sederhana. 
model regresi tersebut adalah sebagai berikut : 
Y’ = α + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + e 
Dimana : 
Y = Nilai yang diprediksikan untuk kinerja keuangan 
a = Konstan (harga Y bila X = 0) 
b = Koefisien regresi atau arah yang menunjukkan angka peningkatan 
ataupun  penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel 
independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan. 
X1 = Nilai yang ditentukan untuk pengaruh penerapan prinsip Good 
Corporate Governance indeks Transparansi 
X2 = Nilai yang ditentukan untuk pengaruh penerapan pripnsip Good 
Corporate Governance indeks Kemandirian 
X3 = Nilai yang ditentukan untuk pengaruh penerapan prinsip Good 
Corporate Governance indeks Akuntabilitas 
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X4 = Nilai yang ditentukan untuk pengaruh penerapan prinsip Good  
Corporate Governance indeks Pertanggungjawaban. 
X5 = Nilai yang ditentukan untuk pengaruh penerapan prinsip Good 
Corporate Governance indeks Kewajaran. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 
a. Uji keberartian masing – masing koefisien regresi atau disebut dengan uji t (uji 
parsial / koefisien regresi) digunakan untuk memperkuat keyakinan penulis 
tentang kesimpulan hasil yang diperoleh setelah dilakukan perhitungan analisis 
korelasi linear. Di samping itu analisis ini juga dapat digunakan untuk 
mengetahui apakah bukti yang ada memadai atau tidak dengan signifikan 
sebesar 5 % sehingga kesimpulan yang diambil jika pengaruh independen 
terhadap variabel dependen secara individual pada taraf 5 % berarti hipotesis 
diterima. Jika lebih besar dari 5 % maka hipotesis ditolak. 
b. Uji keberartian model regresi atau disebut uji F (uji Anova), digunakan untuk 
melihat apakah model persamaan regresi yang digunakan untuk melihat apakah 
variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Tingkat signifikan yang ditetapkan dalam uji F ini yaitu sebesar 5%. Dasar 
pengambilan keputusan jika variabel independen berpengaruh secara simultan 
terhadap variabel dependen sebesar 5% maka uji hipotesis ini diterima dan jika 
lebih besar dari 5% maka hipotesis ini ditolak. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
4.1 Sejarah Singkat Perusahaan 
 Sejarah Perumnas secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa 
periode, berdasarkan pencapaian yang diperoleh dan peranannya sebagai 
pengembang perumahan dan permukiman di Indonesia. Perusahaan didirikan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1988, dan disempurnakan 
melalui Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2004 tanggal 10 Mei 2004. 
PERUMNAS adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk 
Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh 
Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan 
perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah.  
Perusahan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
1974, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988, dan 
disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2004 tanggal 10 Mei 
2004.  Sejak didirikan tahun 1974, Perumnas selalu tampil dan berperan sebagai 
pioneer dalam penyediaan perumahan dan permukiman bagai masyarakat 
berpenghasilan menengah ke bawah.  
Melalui konsep pengembangan skala besar, Perumnas berhasil 
memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kawasan permukiman dan 
kota-kota baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai BUMN pengembang 
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dengan jangkauan usaha nasional, Perumnas mempunyai 7 Wilayah usaha 
Regional I sampai dengan VII dan Regional Rusunawa. 
Helvetia Medan, Ilir Barat Palembang, Banyumanik Semarang, 
Tamalanrea Makasar, Dukuh Menanggal Surabaya, Antapani Bandung adalah 
contoh permukiman skala besar yang pembangunannya dirintis Perumnas. 
Kawasan Permukiman tersebut kini telah berkembang menjadi "Kota Baru" yang 
prospektif. Selain itu, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi juga merupakan 
"Kota Baru" yang dirintis Perumnas dan kini berkembang pesat menjadi kawasan 
strategis yang berfungsi sebagai penyangga ibukota. 
4.1.1 Bidang Usaha Utama 
 Sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan, manajemen tetap 
memegang komitmen terhadap misi yang diemban Perumnas yaitu melayani 
penyediaan rumah murah yang layak dan terjangkau. Perumnas sejak didirkan 
tahun 1974 hingga tahun 2008 telah melaksanakan pembangunan baik rumah 
tidak bersusun (landed housing) maupun rumah susun (vertical housing) di 
seluruh Indonesia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke 
bawah.  
Secara umum, produk utama yang dihasilkan Perumnas adalah: 
 Perumahan Tidak Bersusun (Landed Housing):  
o Rumah Sederhana Sehat (RSh) 
o Rumah Sederhana (RS) 
o Rumah Menengah (RM) 
o Kapling Tanah Matang (KTM) 
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 Rumah Susun Sederhana (Vertical Housing):  
o Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) 
o Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 
 Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba). 
4.1.2 Sumber Daya Manusia 
 Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting 
dalam merealisasikan visi, misi, dan rencana kerja perusahaan. Untuk memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja seiring dengan perkembangan perusahaan, Perumnas telah 
melakukan rekrutmen calon pegawai sesuai kapabilitas yang diperlukan dengan 
mengoptimalkan potensi SDM setempat. Perumnas juga selalu meningkatkan 
kompetensi SDM yang ada melalui program pengembangan SDM yang telah 
ditetapkan. Manajemen secara terus-menerus meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia (SDM) melalui berbagai program antara lain adalah sebagai berikut : 
1. Disiplin Kerja 
Perum Perumnas telah memiliki peraturan yang mengatur tentang Disiplin 
Karyawan yaitu tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 
DIRUT/361/KPTS/10/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Peraturan 
Disiplin Karyawan dilingkungan Perum Perumnas dan Surat Edaran GM Divisi 
Pengembangan SDM Nomor : DIV. SDM/1749/XII/2009 tanggal 21 Desember 
2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Disiplin Karyawan di lingkungan 
Perum Perumnas. 
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2. Rekrutmen 
Secara berkala telah dilaksanakan rekrutmen dalam rangka mengisi 
kekosongan pegawai di lingkungan Perum Perumnas. Rekrutmen terakhir yang 
diselenggarakan oleh Perumnas menghasilkan 25 orang Calon Pegawai yang 
terdiri dari pendidikan S1 dan S2. 
3. Pembekalan Calon Pegawai 
Calon Pegawai yang telah lulus seleksi rekrutmen akan mendapatkan 
pembekalan yang diselenggarakan oleh Perum Perumnas dan bekerjasama 
dengan pihak luar. Adapun Pembekalan calon Pegawai terdiri dari Pembekalan 
Project Management, Problem Solving and Decision Making, Marketing, 
Selling and Negotiations, Pembekalan Keperumnasan serta Pelatihan 
Kepemimpinan, Mental dan Kedisiplinan. 
4. Sharing Of Excellent 
Seluruh Calon Pegawai yang sedang melaksanakan Ikatan Dinas, diwajibkan 
untuk melakukan Sharing Of Excellent sehingga calon pegawai tersebut 
memahami tentang Prosedur pekerjaan di tempat yang sedang dijalani. 
5. Pembekalan Pensiun 
Dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi Pegawai yang akan memasuki 
masa Pensiun, Perum Perumnas juga memberikan Pelatihan maupun 
Pembekalan kepada Pegawai yang akan Pensiun.  
Itulah upaya yang kini digalakkan perusahaan dalam membina dan 
membentuk SDM yang tangguh selain membuat pola dan sistem kerja yang lebih 
Sistematis, perusahaan juga telah mengupayakan langkah-langkah strategis dalam 
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bidang SDM. Visi, kebijakan, dan tata nilai baru dalam mengelola SDM telah 
disusun dan diterapkan, baik untuk jangka pendek maupun panjang.  
SDM yang unggul antara lain harus memiliki integritas, kompetensi, cara 
kerja yang efektif dan keinginan untuk maju. Untuk mendukung dan mendorong 
pembentukan SDM yang tangguh, perusahaan memberikan pelatihan, seminar, 
kursus secara regular dan berkesinambungan kepada karyawan, baik untuk materi 
teknis maupun non teknis, yang meliputi pengembangan karakter, motivasi, 
kerjasama tim dan materi sejenis lainnya.  
Untuk mempertahankan kualitas dan loyalitas SDM kepada perusahaan, 
salah satu faktor utama yang perlu mendapat perhatian adalah kesejahteran 
karyawan. Perusahaan memberikan paket kompensasi dan tunjangan yang 
kompetitif kepada para karyawannya dan mengikutkan mereka dalam program 
pensiun. 
Selain itu sistem jenjang karier yang jelas juga diperkenalkan dan 
disosialisasikan kepada para karyawan, dimana perusahaan memberikan 
kesempatan kepada SDM yang berkualitas untuk diberikan promosi berdasarkan 
kinerja atau prestasi dan bukan berdasarkan senioritas semata. Faktor Sumber 
Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam merealisasikan 
visi, misi, dan rencana kerja perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja 
seiring dengan perkembangan perusahaan, Perumnas telah melakukan rekrutmen 
calon pegawai sesuai kapabilitas yang diperlukan dengan mengoptimalkan potensi 
SDM setempat. 
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Perumnas juga selalu meningkatkan kompetensi SDM yang ada melalui 
program pengembangan SDM yang telah ditetapkan. Laporan Tahunan 2009 
PERUM PERUMNAS 23 Perumnas juga telah menerapkan Key Performance 
Indicator (KPI) sebagai dasar untuk penilaian kinerja karyawan dan dimonitor 
secara rutin dan diukur dari dua sisi, dari kinerja karyawan serta pencapaian target 
secara corporate. Secara umum, SDM yang dimiliki perusahaan sampai akhir 
tahun 2009 berjumlah 1.594 orang dengan tingkat keahlian dan pendidikan yang 
beragam. Semuanya ditempatkan secara proporsional sebagai aset perusahaan 
yang merupakan unsur vital demi tercapainya tujuan perusahaan, dan 
terlaksananya misi yang dipercayakan kepada perusahaan. 
Untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan keterampilan karyawan, 
Perumnas memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk 
mengikuti pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain yang bersifat positif. Pada 
tahun 2009, Perumnas mengalokasikan dana sebesar Rp 1.103 juta untuk 
pendidikan dan pelatihan kepada 414 karyawan. Beberapa pendidikan dan 
pelatihan yang diselenggarakan pada tahun 2009 antara lain sebagai berikut : 
• Inhouse Computer Training. 
• Workshop Assesment IQA. 
• Seminar Pencerahan & Diskusi Strategi Komunikasi BUMN. 
• Seminar Security. 
• Kursus Pembinaan Profesi Insinyur Jasa Konstruksi. 
• Diklat Audit Intern Tingkat Dasar. 
• Workshop SOE. 
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• Rapat Tahunan Humas BUMN. 
• Rapat Nasional. 
• Pembekalan TK II & Ujian Dinas Penyesuaian Ijasah. 
• Undangan BUMN Executive. 
• Seminar Nasional. 
• Outbond MUVI. 
• Plaining Examiner Malcolm Baldrige. 
• Pelatihan Teknis Perpustakaan. 
• Pelatihan Keterampilan Bidang Pemasaran 
Regional III, IV, VI dan VII. 
• Pelatihan Nasional Ketenagakerjaan. 
• Pelatihan Audit Intern Tingkat Dasar I. 
• Seminar Nasional Internal Audit. 
• Kursus Pembinaan Profesi Insinyur Jasa Konstruksi. 
• Workshop Training Officer Course. 
• Pelatihan Satpam Regional VII. 
• Pelaksanaan Inhouse Training Penulisan Aplikasi Indonesia. 
• Workshop Teknik Penyusunan Kontrak & Advokasi. 
• Pelatihan Finance For Non Finance. 
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Perumnas menganggarkan biaya minimal sebesar Rp 237 juta untuk 
rencana Pendidikan dan Pelatihan yang akan diselenggarakan pada tahun 2010, 
diantaranya : 
• Program Perusahaan. 
• Information Technology. 
• Pertanahan. 
• Property Production. 
• Business Development. 
• Marketing Property. 
• Finance & Accounting. 
• GA & Personnel Service. 
• HR Management. 
• Public Relation. 
• Litigation. 
• Internal Audit. 
• Problem Solving & Decision Making. 
• Internal Project Management. 
• Supervisory Skill. 
• Leadership II. 
• Team Building. 
• Basic Project Management. 
• Public Training Dalam dan Luar Negeri. 
• Pendidikan Formal Dalam dan Luar Negeri. 
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4.1.3 Penghargaan 
Komitmen Perumnas untuk mensukseskan pembangunan 1.000 Tower 
terbukti dengan diterimanya penghargaan Adiupaya Puritama 2009 
dari Kementrian Negara Perumahan Rakyat, Peringkat Pertama Bidang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Rusunawa kategori Rusunawa bagi Pekerja, dalam 
rangka memperingati Hari Perumahan Nasional Tahun 2009 yang dianugerahkan 
oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Indonesian Quality 
Award Foundation menganugerahkan Perum Perumnas sebagai Early 
Improvement, berdasarkan hasil assessment berdasarkan Malcolm 
BaldrigeCriteria for Performance Excellence. 
Dengan optimalisasi potensi sumber daya yang ada, Perumnas terus 
berusaha bangkit dan tampil menjadi market leader dalam penyediaan 
permukiman di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan Perumnas melalui beberapa 
penghargaan lain yang menunjukkan kriteria perusahaan dengan manajemen yang 
profesional. 
4.2 Struktrur Organisasi 
 Struktur Organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang 
menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-masing 
fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan 
ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui 
efisiensi dan efektivitas kerja. 
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Struktur organisasi itu sendiri adalah suatu susunan yang merinci 
pembagian aktivitas kerja dan menujukkan bagaimana tingkatan aktivitas 
berkaitan satu sama lain, sampai tingkat tertentu ia juga menunjukkan tingkat 
spesialisasi dari aktivitas kerja. Struktur ini juga menunjukkan hierarki organisasi 
dan struktur wewenang, serta memperlihatkan hubungan pelapornya. Bagi 
perusahaan, struktur organisasi memberikan stabilitas dan kontinuitas yang 
memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi serta 
mengkoordinasi hubungannya dengan lingkungannya. 
Struktur organisasi Perum Perumnas yang menunjukkan hubungan atau 
hierarki dalam perusahaan tersebut tentang komunikasi kerja yang ada dan 
menentukan pembagian kerja dan wewenang pada perusahaan.  
 Adapun anggota direksi perusahaan Perum Perumnas terdri atas lima 
orang (5) yaitu: 
1. Himawan Arief Sugoto (Direktur Utama) 
2. HM. Kamal Kusmantoro (Direktur Produksi) 
3. Hakiki Sudrajat (Direktur Keuangan dan SDM) 
4. Teddy Robinson Siahaan (Direktur Pemasaran) 
5. Sunardi (Direktur Korporasi dan Pertanahan) 
Selanjutnya anggota dewan pengawas : 
1. Maruhum Batubara (Anggota Dewan Pengawas) 
2. Ismanto (Anggota Dewan Pengawas) 
3. Zulfi Syarif Koto (Ketua Dewan Pengawas) 
4. Sonatha Halim Yusuf (Anggota Dewan Pengawas) 
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5.  Yuswanda A. Temenggung (Anggota Dewan Pengawas)  
Dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab 
dan wewenang yang jelas dan didukung oleh urusan tugas yang baik, sehingga 
dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan. 
Tujuan dari struktur organisasi Perum Perumnas Regional VII Cab. Sulsel I 
Makassar adalah : 
1. Agar dapat mengetahui fungsi-fungsi dari setiap jabatan dengan jelas dan 
tanggung jawab atas jabatan yang dipegangnya. 
2. Memberikan susunan tingkat wewenang dari masing-masing bagian. 
3. Untuk mempermudah dalam pemberian jasa ( upah dan gaji ) kepada karyawan 
sesuai dengan jabatannya. 
4. Memberikan pandangan yang baik tentang pembagian kerja pada Perum 
Perumnas Regional VII Cab. Sulsel I 
5. Memegang teguh tata tertib dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya 
masing-masing. 
6. Memudahkan bagi pihak perusahaan khususnya pimpinan perusahaan untuk 
meneliti dan mengawasi jalannya perusahaan. 
Struktur organisasi Perum Perumnas Regional VII Cab. Sulsel I Makassar 
berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIRUT/78/KPTS/10/99 tanggal 30 juli 
1999 dapat dilihat pada gambar struktur organisasi Perum Perumnas Regional VII 
Cab. Sulsel I Makassar dibawah ini :   
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
PERUM PERUMNAS REGIONAL VII Cab. SULSEL I MAKASSAR 
 
 
Sumber : Kantor Perum Perumnas Regional VII Cab.Sulsel I, 2012 
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BAB V 
ANALISIS DATA 
5.1  Pengumpulan Data 
Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden 
yang merupakan karyawan bagian akuntansi Perum Perumnas Regional VII Cab. Sul-Sel I. 
Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan mendatangi secara langsung kantor yang menjadi 
lokasi penelitian. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan selama 2 hari yaitu 
pada tanggal 7 Februari  hingga 8 Februari 2012. Kuesioner yang dibagikan disesuaikan dengan 
jumlah populasi yang ada pada perusahaan yang menjadi lokasi penelitian dengan memberikan 
kuesioner kepada seluruh karyawan bagian akuntansi dan kuesioner disebarkan sebanyak 30 
rangkap namun yang direspon oleh karyawan sebanyak 28, jadi ada dua kuesioner yang tidak 
direspon disebabkan ketidakhadiran karyawan tersebut pada saat pembagian kuesioner. 
5.2  Uji Kualitas Data 
5.2.1 Uji Validitas Data 
Uji validitas merupakan tahap awal yang dilakukan setelah data dari 
kuesioner diperoleh. Dalam penelitian ini, uji validitas diukur menggunakan 
corrected item-total correlation dengan alat analisis berupa Statistical Product 
and Service Solution 17 (SPSS.17). Analisis corrected item-total correlation 
dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor 
total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item 
pernyataan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-
item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang 
ingin diungkapkan. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat 
dilihat pada tabel 5.1 berikut : 
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Tabel 5.1  Hasil Uji Validitas Data 
No Item 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
 
Rtabel Keterangan 
1 GT1 0.320 0,3120 Valid 
2 GT2 0.389 0,3120 Valid 
3 GT3 0.548 0,3120 Valid 
4 GT4 0.481 0,3120 Valid 
5 GT5 0.327 0,3120 Valid 
6 GI6 0.602 0,3120 Valid 
7 GI7 0.359 0,3120 Valid 
8 GI8 0.440 0,3120 Valid 
9 GI9 0.655 0,3120 Valid 
10 GI1O 0.661 0,3120 Valid 
11 GA11 0.347 0,3120 Valid 
12 GA12 0.320 0,3120 Valid 
 13 GA13 0.240 0,3120 Tidak Valid 
14 GA14 0.687 0,3120 Valid 
15 GA15 0.333 0,3120 Valid 
16 GR16 0.677 0,3120 Valid 
17 GR17 0.754 0,3120 Valid 
18 GR18 0.310 0,3120 Tidak Valid 
19 GR19 0.483 0,3120 Valid 
20 GR20 0.336 0,3120 Valid 
21 GR21 0.446 0,3120 Valid 
22 GF22 0.557 0,3120 Valid 
23 GF23 0.625 0,3120 Valid 
24 GF24 0.560 0,3120 Valid 
25 GF25 0.582 0,3120 Valid 
26 GF26 0.327 0,3120 Valid 
27 GF27 0.798 0,3120 Valid 
28 GF28 0.819 0,3120 Valid 
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29 KK1 0.745 0,3120 Valid 
30 KK2 0.842 0,3120 Valid 
31 KK3 0.691 0,3120 Valid 
32 KK4 0.313 0,3120 Valid 
33 KK5 0.478 0,3120 Valid 
34 KK6 0.607 0,3120 Valid 
35 KK7 0.591 0,3120 Valid 
36 KK8 0.687 0,3120 Valid 
37 KK9 0.662 0,3120 Valid 
38 KK10 0.880 0,3120 Valid 
39 KK11 0.672 0,3120 Valid 
       Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2012 
Pada tabel hasil uji validitas data, terdapat 2 item pernyataan yang tidak 
valid yakni GA13 (pernyataan yang menjadi key performance Indicator (KPI) 
dalam perusahaan adalah tugas yang diberikan tanggung jawab selama bekerja, 
dan pencapaian kerja) dan  GR18 (di perusahaan tidak pernah terjadi korupsi 
dan tidak terpengaruh terhadap jalannya operasi perusahaan. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi positif tapi tidak lebih besar daripada 
R-tabel yaitu 0.3120, sehingga diperlukan pengujian validitas data kuesioner yang 
tersisa  selanjutnya dengan menghilangkan item yang tidak valid tersebut. 
Untuk uji validitas data kedua diukur juga menggunakan corrected item-
total correlation dengan alat analisis berupa Statistical Product and Service 
Solution 17 (SPSS.17). Analisis corrected item-total correlation dilakukan 
dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor 
total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Uji validitas ini adalah lanjutan 
dari validitas yang pertama, dengan menghilangkan pernyataan yang tidak valid 
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yakni GA13 (pernyataan yang menjadi key performance Indicator (KPI) dalam 
perusahaan adalah tugas yang diberikan tanggung jawab selama bekerja, dan 
pencapaian kerja) dan  GR18 (di perusahaan tidak pernah terjadi korupsi dan 
tidak terpengaruh terhadap jalannya operasi perusahaan. Adapun hasil uji 
validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut : 
Tabel 5.2  Hasil Uji Validitas Data Kedua 
No Item 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
 
Rtabel Keterangan 
1 GT1 0.335 0,3120 Valid 
2 GT2 0.403 0,3120 Valid 
3 GT3 0.559 0,3120 Valid 
4 GT4 0.496 0,3120 Valid 
5 GT5 0.334 0,3120 Valid 
6 GI6 0.606 0,3120 Valid 
7 GI7 0.326 0,3120 Valid 
8 GI8 0.415 0,3120 Valid 
9 GI9 0.641 0,3120 Valid 
10 GI1O 0.635 0,3120 Valid 
11 GA11 0.361 0,3120 Valid 
12 GA12 0.327 0,3120 Valid 
13 GA14 0.688 0,3120 Valid 
14 GA15 0.313 0,3120 Valid 
15 GR16 0.667 0,3120 Valid 
16 GR17 0.762 0,3120 Valid 
17 GR19 0.458 0,3120 Valid 
18 GR20 0.330 0,3120 Valid 
19 GR21 0.448 0,3120 Valid 
20 GF22 0.565 0,3120 Valid 
21 GF23 0.622 0,3120 Valid 
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22 GF24 0.556 0,3120 Valid 
23 GF25 0.596 0,3120 Valid 
24 GF26 0.334 0,3120 Valid 
25 GF27 0.796 0,3120 Valid 
26 GF28 0.813 0,3120 Valid 
27 KK1 0.768 0,3120 Valid 
28 KK2 0.853 0,3120 Valid 
29 KK3 0.705 0,3120 Valid 
30 KK4 0.317 0,3120 Valid 
31 KK5 0.495 0,3120 Valid 
32 KK6 0.622 0,3120 Valid 
33 KK7 0.604 0,3120 Valid 
34 KK8 0.678 0,3120 Valid 
35 KK9 0.659 0,3120 Valid 
36  KK10 0.871 0,3120 Valid 
37  KK11 0.678 0,3120 Valid 
       Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2012 
Tabel 5.2 tersebut memperlihatkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki 
nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar daripada R-tabel. Hal ini berarti bahwa 
data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut. 
 
5.2.2  Uji Reliabilitas Data 
Reliabilitas adalah tingkat seberapa besar pengukur mengukur dengan 
stabil dan konsisten. Pengujian reliabilitas menggunakan cronbach alpha. 
Koefisien cronbach alpha yang diatas 0,60 menunjukkan keandalan instrumen. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa reliabilitas masing-masing instrument 
setelah dilakukan pengujian  adalah relatif baik karena memiliki nilai alpha diatas 
0,60. Adapun hasil uji realibilitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut : 
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 Tabel 5.3 Hasil Uji Reabilitas Data 
No Item 
Cronbach’s 
Alpha 
Cronbach’s 
Alpha If  
Item Deleted 
Keterangan 
1 GT1 0,60 0.946 Reliabel 
2 GT2 0,60 0.946 Reliabel 
3 GT3 0,60 0.944 Reliabel 
4 GT4 0,60 0.945 Reliabel 
5 GT5 0,60 0.946 Reliabel 
6 GI6 0,60 0.944 Reliabel 
7 GI7 0,60 0.946 Reliabel 
8 GI8 0,60 0.947 Reliabel 
9 GI9 0,60 0.944 Reliabel 
10 GI1O 0,60 0.944 Reliabel 
11 GA11 0,60 0.946 Reliabel 
12 GA12 0,60 0.946 Reliabel 
13 GA14 0,60 0.943 Reliabel 
14 GA15 0,60 0.946 Reliabel 
15 GR16 0,60 0.943 Reliabel 
16 GR17 0,60 0.942 Reliabel 
17 GR19 0,60 0.945 Reliabel 
18 GR20 0,60 0.946 Reliabel 
19 GR21 0,60 0.945 Reliabel 
20 GF22 0,60 0.944 Reliabel 
21 GF23 0,60 0.944 Reliabel 
22 GF24 0,60 0.945 Reliabel 
23 GF25 0,60 0.944 Reliabel 
24 GF26 0,60 0.946 Reliabel 
25 GF27 0,60 0.943 Reliabel 
26 GF28 0,60 0.944 Reliabel 
27 KK1 0,60 0.943 Reliabel 
28 KK2 0,60 0.942 Reliabel 
 77 
 
29 KK3 0,60 0.943 Reliabel 
30 KK4 0,60 0.946 Reliabel 
31 KK5 0,60 0.945 Reliabel 
32 KK6 0,60 0.944 Reliabel 
33 KK7 0,60 0.944 Reliabel 
34 KK8 0,60 0.944 Reliabel 
35 KK9 0,60 0.944 Reliabel 
36 KK10 0,60 0.941 Reliabel 
37 KK11 0,60 0.944 Reliabel 
Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner, 2012 
Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas data di atas, menunjukkan bahwa setiap 
item memiliki koefisien alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti setiap item 
pernyataan tersebut telah reliabel. 
5.3  Analisis Data 
Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen yakni prinsip 
GCG diantaranya transparansi (Transparancy), independensi (Indepency), 
akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), dan 
kewajaran (Fairness) terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan 
perusahaan, maka data yang diperoleh kemudian dianalisa lebih lanjut. 
Uji regresi berganda digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis. Untuk 
menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial 
atau individual digunakan uji t, sedangkan untuk menguji kekuatan pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau 
simultan maka digunakan uji f. 
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5.3.1 Analisis Regresi Berganda 
Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda, diketahui bahwa 
prinsip Transparansi (X1), prinsip Kemandirian (X2), Akuntabilitas (X3), 
Pertanggungjawaban (X4), dan Kewajaran (X5),  berpengaruh signifikan terhadap 
Kinerja Keuangan Perusahaan (Y).  
Tabel 5.4 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
1 .898a .807 .761 2.429 
a. Predictors: (Constant), GF Tot, GT Tot, GI Tot, GA Tot, GR Tota 
b. Dependent Variable: KKTot 
 
Dari model summary diatas tampak bahwa R2 = 0,807, yang berarti 
bahwa kurang lebih sekitar 80,7 % dari variasi perubahan Kinerja Keuangan (Y) 
yang dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen yakni prinsip transparansi, 
independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran yang digunakan 
dalam penelitian ini, sedangkan selebihnya dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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Tabel 5.5 
Hasil Regresi 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -17.371 7.903 
  
-
2.198 
.039 
GT Tot .541 .380 .183 1.424 .169 
GI Tot -1.445 .491 -.661 -
2.944 
.008 
GA Tot .778 .569 .223 1.368 .186 
GR Tot 1.851 .490 .831 3.775 .001 
 
GF Tot .747 .372 .352 2.006 .058 
a. Dependent Variable: KKTot 
 
Hasil analisis regresi berganda yang diperoleh dari hasil perhitungan 
melalui SPSS 17.0 dapat dilihat dalam tabel 5.5 diatas. Dari tabel tersebut dapat 
kita lihat bahwa nilai konstanta sebesar -17,371, nilai X1 (GT) sebesar 0,541,   
nilai X2 (GI) sebesar -1,445, nilai X3 (GA) sebesar 0,778, nilai X4 (GR) sebesar 
1,851, dan nilai X5 (GF) sebesar 0,747 sehingga diperoleh persamaan: 
            Y =( -17,371)+ 0,541 X1+ (-1,445) X2 + 0,778 X3 + 1,851X4 + 0,747 X5 
Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa beberapa variabel yang diteliti 
bernilai positif, kecuali variabel constant dan variabel Independensi yang bernilai 
negatif yang berarti bila terjadi perubahan pada variabel-variabel tersebut akan 
menyebabkan perubahan yang searah dengan variabel Y (Kinerja keuangan), atau 
setiap perubahan transparansi (X1) sebesar 1% akan diikuti pula dengan 
perubahan nilai kinerja keuangan sebesar 0,541. Begitu pula dengan masing – 
masing variabel yang diteliti akan diikuti dengan perubahan nilai kinerja 
keuangan perusahaan. 
 
 80 
 
5.3.2    Uji parsial (Uji T) 
Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap 
variabel terikat secara parsial, maka digunakan uji parsial atau uji t. Nilai t tabel 
yaitu 1,703 dengan nilai alpha 5%, maka nilai t hitung dapat dilihat dalam tabel 
berikut: 
Tabel  5.6 
Hasil Regresi Uji Parsial 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -17.371 7.903 
  
-
2.198 
.039 
GT Tot .541 .380 .183 1.424 .169 
GI Tot -1.445 .491 -.661 -
2.944 
.008 
GA Tot .778 .569 .223 1.368 .186 
GR Tot 1.851 .490 .831 3.775 .001 
 
GF Tot .747 .372 .352 2.006 .058 
a. Dependent Variable: KKTot 
 
Dasar pengambilan keputusan untuk uji parsial adalah dengan 
membandingkan nilai probabilitas. (1) Jika nilai probabilitas (sig.) < dari nilai 
alpha atau nilai thit > ttabel pada taraf signifikansi 5%, maka Ha diterima. (2) 
Sebaliknya jika nilai probabilitas (sig.) > dari nilai alpha maka H0 diterima.  
Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan untuk hasil pengujian parsial 
(uji t) diatas, maka pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut : 
Ha : Prinsip transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai sig. sebesar 
0,169, nilai ini lebih besar dari level of significant sebesar 5% dan nilai thit sebesar 
1,424 yang lebih kecil dari ttabel sebesar 1,703. Sesuai dengan dasar pengambilan 
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keputusan maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial prinsip transparansi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, atau dengan kata 
lain bahwa Ha ditolak. 
 Hb : Prinsip independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan nilai sig. sebesar 0.008, nilai 
ini lebih kecil dari level of significant yang ditetapkan sebesar 5% dan nilai thitung 
sebesar -2,944 lebih kecil dari nilai ttabel 1,703. Sesuai dengan dasar pengambilan 
keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial prinsip independensi 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, atau dengan 
kata lain bahwa Hb ditolak.  
 Hc :  Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan nilai sig. sebesar 0.186, nilai ini lebih 
besar dari level of significant yang ditetapkan sebesar 5% dan nilai thitung sebesar 
1,368 lebih kecil dari nilai ttabel 1,703. Sesuai dengan dasar pengambilan 
keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial prinsip akuntabilitas 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, atau dengan 
kata lain bahwa Hc ditolak. 
 Hd : Prinsip pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan nilai sig. sebesar 0.001, nilai 
ini lebih kecil dari level of significant yang ditetapkan sebesar 5% dan nilai thitung 
sebesar 3,775 lebih besar dari nilai ttabel 1,703. Sesuai dengan dasar pengambilan 
keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial prinsip 
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pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan, atau dengan kata lain bahwa Hd diterima. 
 He : Prinsip kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan nilai sig. sebesar 0.058, nilai ini lebih 
kecil dari level of significant yang ditetapkan sebesar 5% dan nilai thitung sebesar 
2,006 lebih besar dari nilai ttabel 1,703. Sesuai dengan dasar pengambilan 
keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial prinsip kewajaran 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, atau dengan kata 
lain bahwa He diterima. 
5.3.3    Uji F (Uji Anova) 
 Untuk mengetahui apakah variabel- variabel prinsip Good Coorporate 
Governance berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan, 
maka digunakan uji Anova atau uji F. Tabel berikut menyajikan  hasil pengujian 
simultan (Uji F). 
Tabel 5.7 
Uji ANOVA 
Model 
Sum of 
Squares Df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 517.292 5 103.458 17.536 .000a 
Residual 123.893 21 5.900   
 
Total 641.185 26     
 
a. Predictors: (Constant), GF Tot, GT Tot, GI Tot, GA Tot, GR Tota 
b. Dependent Variable: KKTot 
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Dasar pengambilan keputusan untuk uji simultan adalah dengan 
membandingkan nilai probabilitas. (1) Jika nilai probabilitas (sig.) < dari nilai 
alpha atau nilai Fhit > Ftabel pada taraf signifikansi 5% maka Hf diterima. (2) 
Sebaliknya jika nilai probabilitas (sig.) > dari nilai alpha maka H0 diterima.  
Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan untuk hasil pengujian 
simultan (uji F) diatas, maka dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian regresi 
menunjukkan nilai sig. sebesar 0.000 lebih kecil dari level of significant sebesar 
5% dan nilai Fhitung sebesar 17,536 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 2,57. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis f diterima yaitu secara simultan 
variabel - variabel prinsip GCG yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan perusahaan.  
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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1  Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip - prinsip Good 
Coorporate Governance seperti transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban dan kewajaran dapat mempengaruhi kinerja keuangan 
perusahaan. Populasi yang digunakan adalah karyawan yang bekerja pada Perum 
Perumnas Regional VII Cab. Sul-Sel I bagian akuntansi. 
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan regresi berganda maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Secara parsial, prinsip transparansi (X1) menunjukkan pengaruh positif 
namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini 
mengindikasikan bahwa dengan peningkatan prinsip transparansi dalam 
aktivitas perusahaan, akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan 
namun tidak signifikan karena dalam kenyataannya masih banyak faktor-
faktor lain yang mampu memicu kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih 
baik lagi. Hasil ini pun dapat dipengaruhi oleh ketidakvalidan 5 item 
pertanyaan instrumen prinsip transparansi, sehingga mungkin mempengaruhi 
hasil penghitungan statistik yang dihasilkan. 
 
2. Prinsip independensi (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan prinsip independensi 
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yang diterapkan oleh karyawan belum memberikan manfaat yang signifikan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil ini pun dapat dipengaruhi oleh 
ketidakvalidan 5 item pertanyaan instrumen prinsip transparansi, sehingga 
mungkin mempengaruhi hasil penghitungan statistik yang dihasilkan. 
3. Untuk variabel ketiga yakni prinsip akuntabilitas (X3) menunjukkan pengaruh 
yang positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
Tidak signifikannya pengaruh tersebut menggambarkan bahwa prinsip 
akuntabilitas belum cukup memberikan perubahan signifikan terhadap 
kinerja keuangan, mengingat bahwa perusahaan selama ini telah memberikan 
laporan keuangan yang akurat bahkan telah dilakukan pemeriksaan oleh 
auditor independen terhadap laporan keuangan setiap tahunnya. Selain itu, 
hasil ini dipengaruhi pula oleh jumlah responden yang masih sangat minim 
dan hanya berpusat di Makassar. 
4. Pada variabel keempat yaitu prinsip pertanggungjawaban (X4) menunjukkan  
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil 
ini menunjukkan bahwa berdasarkan data kuesioner yang diperoleh yang 
telah diolah menunjukkan adanya pengaruh yang cukup besar antara prinsip 
pertanggungjawaban terhadap kinerja karyawan. 
 
5. Sedangkan pada variabel kelima yaitu prinsip kewajaran (X5) menunjukkan  
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil 
ini sama dengan prinsip pertanggungjawaban yang juga memiliki pengaruh 
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat memberikan informasi 
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tambahan bagi perusahaan dalam memaksimalkan penerapan prinsip GCG di 
Perum Perumnas Regional VII Cab. SulSel I. 
6. Secara simultan, variabel prinsip - prinsip Good Coorporate Governance 
yaitu prinsip Transparansi (transparancy), prinsip Kemandirian 
(Independency), prinsip Akuntabilitas (Accountability), prinsip 
Pertanggungjawaban (Responsibility), dan prinsip Kewajaran (Fairness) 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini 
mengindikasikan bahwa kelima prinsip GCG tersebut merupakan faktor – 
faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 
6.2 Keterbatasan 
Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan antara lain: 
1. Penelitian menggunakan sampel relatif sedikit sehingga mengurangi akurasi 
hasil penelitian. 
2. Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan 
melalui penggunaan instrument secara tertulis dan wawancara, sehingga 
penulis tidak dapat mengontrol adanya bias atau keraguan. 
6.3  Saran 
 Saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan perusahaan adalah 
sebagai berikut: 
1. GCG merupakan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi kinerja 
keuangan perusahaan, karena dengan adanya penerapan prinsip GCG di 
perusahaan, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan 
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meningkat. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya melakukan peningkatan 
usaha dalam upaya penerapan prinsip GCG dalam segala lini perusahaan. 
2. Agar kinerja keuangan yang maksimal dapat tercapai perusahaan harus 
meningkatkan kualitas daripada penerapan prinsip GCG, dan selain itu 
perusahaan harus bisa mengembangkan dan mengimplementasikan prinsip 
GCG itu secara berkala dengan sangat baik untuk dapat meraih hasil yang 
sempurna. 
3. Sosialisasi GCG hendaknya lebih digalakkan secara berkesinambungan agar 
seluruh karyawan perusahaan dapat meresapi, mengerti dan pada akhirnya 
dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan 
prinsip-prinsip GCG. 
4. Dan untuk penelitian selanjutnya, agar memperluas ruang lingkup divisi 
perusahaan yang menjadi objek penelitian agar penerapan prinsip GCG dapat 
dipahami oleh karyawan perusahaan secara menyeluruh. Penelitian juga dapat 
dilakukan dengan menambah instrumen pengukuran lain untuk masing-
masing variabel, sehingga hasil yang diperoleh akan lebih komprehensif 
dalam mengungkapkan atau menjelaskan faktor - faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan atau kinerja bagian lainnya 
didalam perusahaan.  
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Lampiran 
DAFTAR PERTANYAAN 
 
Petunjuk Pengisian 
Pertanyaan yang dibuat terdiri dari dua bagian, yaitu sebagai berikut : 
A. Pertanyaan Umum 
Data Pribadi Responden 
1. Nama                           : ........................................................ 
2. Jabatan                         : ........................................................ 
3. Pendidikan Terakhir      : ........................................................ 
4. Lama Bekerja               : ........................................................ 
B. Pertanyaan Khusus 
Dalam pertanyaan khusus, isilah jawaban dengan memberikan tanda 
checklist yang menurut Bapak/Ibu merupakan jawaban yang paling tepat 
dengan memilih salah satu jawaban, yaitu (SS) Sangat Setuju, (S) Setuju, 
(KS) Kurang Setuju, (TS) Tidak Setuju, (STS) Sangat Tidak Setuju. 
Pertanyaan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut : 
1. Variabel X : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance 
2. Variabel Y : Kinerja Keuangan Perusahaan 
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Variabel X : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S KS TS STS 
I. Indikator Trasparansi 
1 Perusahaan Bapak/Ibu telah mencatat 
laporan keuangan berdasarkan 
Prinsip Akuntansi Berlaku Umum 
     
2 Perusahaan Bapak/Ibu mempunyai 
pedoman akuntansi, termasuk 
accounting policy. 
     
3 Perusahaan Bapak/Ibu mempunyai 
pedoman akuntansi, termasuk 
accounting procedure. 
     
4 Adanya ketersediaan informasi yang 
tepat waktu, akurat dan didukung 
dengan teknologi informasi yang 
memadai. 
     
5 Perusahaan Bapak/Ibu telah 
merumuskan kebijakan manajemen 
risiko yang sejalan dengan tujuan 
perusahaan dengan 
mempertimbangkan implikasinya 
kepada pemegang saham. 
     
II. Indikator Kemandirian 
6 Perusahaan Bapak/Ibu telah 
menggunakan tenaga ahli disetiap 
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atau bagian dalam perusahaannya. 
7 Dalam menjalankan operasinya, 
perushaan Bapak/Ibu tidak 
melibatkan suatu kelembagaan 
tertentu yang tidak sesuai dengan 
prinsip korporasi yang sehat. 
     
8 Dalam perusahaan Bapak/Ibu tidak 
pernah terjadi benturan antara 
kepentingan direksi dan perusahaan. 
     
9 Aktivitas perusahaan Bapak/Ibu 
dijalankan dengan dinamis. 
     
10 Kebijakan intern perusahaan 
Bapak/Ibu sesuai dengan peraturan 
hukum yang berlaku. 
     
III. Indikator Akuntabilitas 
11 Komite Auidt perusahaan sudah 
mampu mendorong terbentuknya 
sistem pengendalian internal yang 
memadai di seluruh divisi 
perusahaan. 
     
12 Pengawasan internal di perusahaan 
mampu memberikan kepastian 
mengenai kebenaran informasi 
keuangan dan tidak mengalami 
masalah dengan pihak lain dalam 
menjalankan tugasnya. 
     
13 Yang menjadi key performance      
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indicator (KPI) dalam perusahaan 
adalah tugas yang diberikan, 
tanggung jawab selama bekerja, dan 
pencapaian kerja (output)  
14 Sistem penilaian kinerja perusahaan 
menggunakan key performance 
indicator yang sudah disosialisasikan 
dan diterima oleh karyawan 
     
15 Jasa auditor eksternal ditunjuk oleh 
RUPS, bebas dari pengaruh dewan 
komisaris, direksi, dan other 
stakeholders dan diganti dalam 
beberapa periode 
     
IV. Indikator Pertanggungjawaban 
16 Perusahaan Bapak/Ibu melakukan 
kegiatan sosial secara rutin 
     
17 Perusahaan Bapak/Ibu mempunyai 
anggaran perbaikan lingkungan 
dengan jumlah signifikan dan ada di 
setiap periode 
     
18 Di perusahaan Bapak/Ibu tidak 
pernah terjadi korupsi dan tidak 
berpengaruh terhadap jalannya 
operasi perusahaan 
     
19 Di perusahaan Bapak/Ibu tidak 
pernah terjadi nepotisme dan tidak 
berpengaruh terhadap jalannya 
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operasi perusahaan 
20 Standar Profesional Etika telah 
diterapkan dalam perusahaan 
Bapak/Ibu secara konsisten dan 
diberi sanksi kepada yang 
melanggar. 
     
21 Hubungan perusahaan Bapak/Ibu 
dengan pesaing saling bersaing sehat 
dalam merebut pangsa pasar 
     
V. Indikator Kewajaran 
22 Visi. Misi, dan Tujuan perusahaan 
Bapak/Ibu telah dipahami oleh 
seluruh karyawan. 
     
23 Strategi untuk mencapai visi, misi, 
dan tujuan perusahaan telah 
dipahami oleh seluruh karyawan 
     
24 Seluruh karyawan di perusahaan 
Bapak/Ibu dilibatkan dalam 
menetapkan visi, misi, tujuan dan 
strategi perusahaan tersebut  
     
25 Komposisi Komisaris dan Dewan 
Direksi di perusahaan Bapak/Ibu 
sudah mewakili pemegang saham 
     
26 Dalam menyelesaikan konflik 
kepentingan antar manajemen, 
perusahaan mengadakan rapat antar 
manajemen secara berkala 
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27 Sistem remunerasi untuk Dewan 
Komisaris dan Direksi ditetapkan 
melalui RUPS dan disosialisasikan 
kepada stakeholders 
     
28 Dalam mengemukakan informasi 
kepada stakeholders, dilakukan 
pengungkapan secara penuh untuk 
setiap informasi yang material 
dilakukan secara konsisten 
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Variabel Y : Kinerja Keuangan Perusahaan 
No Pertanyaan 
Jawaban 
SS S KS TS STS 
Indikator : Aspek Keuangan 
1 Laporan Keuangan disajikan tepat 
waktu. 
     
2 Laporan Keuangan disajikan telah 
sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK). 
     
3 Laporan Keuangan selalu diaudit 
oleh auditor independent 
     
4 Dalam menganalisis Laporan 
Keuangan, ROA dijadikan sebagai 
tolak ukur yang penting. 
     
5 Hasil analisis ROA sesuai dengan 
harapan manajemen. 
     
6 Hasil analisis ROE sesuai dengan 
harapan manajemen 
     
7 Terjadinya efisiensi biaya di 
perusahaan Bapak/Ibu. 
     
8 Meningkatnya rasio ROA      
9 Meningkatnya rasio ROE      
10 Meningkatnya laba perusahaan      
11 Meningkatnya pendapatan operasi 
perusahaan. 
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